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SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI_
NOMOR 14 TAHUN 2011 T

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN iééDIRI

TAHUN 2010 - 2030
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor,

daerah, dan masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat di
Kabupaten Kediri perlu menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kediri sebagai pedoman penataan ruang yang transparan,
efektif dan partisipatif;

. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, perlu menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kediri
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010 -
2030;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 5§ Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



4, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1992 Nomor
46, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3478),

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851},

10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

11.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

12.Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247},

13.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

14.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);



15.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

16.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073),

17.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4437)
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

18.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

19.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700),

20.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

21.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723),

22.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

23.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

24.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

25.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);



26.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

27.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4959);

28.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966),

29.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5015);

30.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025),

31.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

32.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

33.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

34.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5068);

35.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



36. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

37.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 101, Tambahan Ltembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3658);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak
dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat
dalam Kegiatan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3660);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3776);

40.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian
Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3934);

41.Peraturan Pemerintah Nornor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);

42.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

43.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

44.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

45.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tof
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
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46.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490);

47.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

48.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

49.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

50.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

51.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

52.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

53.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

54. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4828);



55.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4833);

56.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4858);

57.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

58. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

59. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5048);

60.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5097);

61. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5103);

62.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah
Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5110);

63.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

64.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan
Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5112),



—

Menetapkan

65. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung;

66.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata
Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang
di Daerah;

67.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Evaluasi Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

68.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang
Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana
Rincinya;

69.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

70.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah,

71.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;

72.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur;

73.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009-
2014;

74.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10/D
Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG RENCANA TATA

RUANG WILAYAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2010 - 2030.



BAB |
KETENTUAN UMUM DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kediri.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga

Pemerintahan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk
ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain
hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;

7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana

dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang
secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

10.Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

11.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan,

pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

13.Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola

ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

14.Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang

sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program

beserta pembiayaannya.
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15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

16.Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan
ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan
yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

17.1zin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan
ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18.Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan
pelayanan pada tingkat wilayah.

19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

20.Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya
buatan.

21.Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,
dan sumber daya buatan.

22 Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian,
termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi.

23.Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan
pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber
daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki
keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.

24.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan
distribusi layanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

25 Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh
pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

26.Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai
periindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,
mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.

27.Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil
hutan.

28.Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai
yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang
menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
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29.Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang
setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk
penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

30.Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah
dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan
memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan iimu pengetahuan
dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi
pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

31.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,
pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,
pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

32. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal
atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

33.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung
perikehidupan dan penghidupan.

34.Ruang terbuka hijau adalah area memanjangfjalur danfatau mengelompok, yang
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh
secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

35.Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis,
klimatologis, geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk
jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai
kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya
tertentu.

36.Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan
karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi,
sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

37.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

38.Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, yang
dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.

39.Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;

40.Pusat Pelayanan Lokal yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;
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41.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan dapat berfungsi
sebagaimana mestinya, yang meliputi transportasi, saluran air bersih, saluran air limbah,
saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi.

42.Sarana adalah kelengkapan kawasan permukiman perkotaan yang berupa fasilitas
pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum,
peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta
pemakaman umum.

43.Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara bupati dengan gubernur atau wali kota
atau bupati lain, dan/atau bupati dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta
menimbulkan hak dan kewajiban.

44 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang
penataan ruang.

45, Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

46.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum
adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam
penyelenggaraan penataan ruang.

47.Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak
dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk bemminat dan bergerak dalam
penyelenggaraan penataan ruang;

48.Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah
badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Kediri dan mempunyai
fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2
(1) Ruang lingkup mencakup wilayah kabupaten dengan batas berdasarkan aspek
administratif dan fungsional yang meliputi seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih
1.386,05 km?.
(2) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar.
¢. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang; dan
d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung.
(3)Wilayah dan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
sebagaimana Peta Administrasi yang tercantum dalam Lampiran | Peraturan Daerah ini.
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Pasal 3
Lingkup muatan RTRW ferdiri atas:
tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
rencana struktur ruang wilayah kabupaten,;
rencana pola ruang wilayah kabupaten;
penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten;
arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
hak, kewajiban, dan peran masyarakat; dan

S@ ™o a0 TP

kelembagaan.

BAB Il
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4
Penataan ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan Daerah sebagai basis pertanian
didukung pariwisata, perdagangan, dan perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 5
Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

a. pengembangan kawasan agropolitan;

pengembangan pariwisata, industri, dan perdagangan yang mendukung sektor pertanian;
pengembangan wilayah secara berimbang antara wilayah timur dan barat,
pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana;

» oo T

pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana

nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah;

f. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi,
energi, dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan
pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan,

g. pengendalian fungsi kawasan lindung;

h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung

perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan; dan
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i. pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial,

pengembangan wilayah barat, dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 6

(1) Strategi pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 5

huruf a, meliputi:

a.
b.

mengembangkan pusat agropolitan;
mempertahankan secara ketat dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

(2) Strategi pengembangan pariwisata, industri, dan perdagangan yang mendukung sektor

pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5§ huruf b, meliputi:

a.
b.

C.
d.
e.

mengembangkan pariwisata religi, alam, dan buatan;

mengendalikan perkembangan industri dengan titik berat pada industri pendukung
dan pengolahan hasil pertanian;

memantapkan peran dan meningkatkan kegiatan perdagangan tradisional;
menyelaraskan kegiatan perdagangan tradisional dan modern; dan

mengendalikan perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pusat bisnis.

(3) Strategi pengembangan wilayah secara berimbang antara wilayah timur dan barat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢, meliputi:

f.

memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan kegiatan di wilayah
timur,;

meningkatkan kegiatan yang sudah ada di wilayah barat dan mengembangkan
potensi yang belum berkembang optimal serta mengendalikan perkembangannya;
mengembangkan sistem pusat kegiatan secara hirarkis melalui penentuan PPK dan
PPL, terintegrasi dengan PKL yang sudah ditentukan dalam RTRW Provinsi;
memantapkan fungsi pusat kegiatan dan menetapkan wilayah pelayanan sesuai
potensi, permasalahan, dan prospeknya;

mengembangkan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal dan fungsi
pusat kegiatan; dan

mengintegrasikan wilayah perkotaan perbatasan sebagai bagian dari PKW.

(4) Strategi pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal § huruf d, meliputi:

menetapkan zona bahaya dan zona aman pada kawasan rawan bencana letusan
gunung berapi, tanah longsor, gerakan tanah, dan banijir;
mengembangkan sistem pencegahan sesuai sifat dan jenis bencana, serta

karakteristik wilayah,;

¢. mengembangkan sistem mitigasi bencana;

d. mengembangkan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana; dan

mengembangkan sistem penanganan pasca bencana.
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(5) Strategi pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan
sarana nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

a. meningkatkan sistem transportasi yang menghubungkan wilayah barat dan timur;

b. menata sistem transportasi yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar pusat
kegiatan dan antara pusat kegiatan dengan wilayah pelayanannya,

c. mengembangkan sistem transportasi terpadu antara transportasi jalan, kereta api, dan
udara;

d. menata sistem transportasi yang meningkatkan kemudahan keterhubungan antara
transportasi lokal dengan simpul-simpul transportasi regional, nasional, dan
internasional;

e. mengembangkan sistem transportasi yang menjangkau tiap bagian wilayah dan yang
menghubungkan kawasan perdesaan - perkotaan,

f. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari dan ke sentra
produksi dan pusat pemasaran;

g. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari dan ke pusat
pemasaran dan wilayah pelayanannya,

h. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang memudahkan bagi
distribusi hasil pertanian dan sektor lainnya,

i. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang memudahkan pencapaian
menuju dan dari daerah tujuan wisata, serta antar daerah tujuan wisata di dalam
maupun di luar kabupaten;

j. menetapkan jalan sesuai dengan fungsi, kapasitas dan tingkat pelayanannya;

k. mengembangkan prasarana transportasi kereta api untuk keperluan penyelenggaraan
angkutan regional, barang, dan pergerakan komuter;

I. memanfaatkan kembali akses jalur kereta api yang sudah mati;

m. mengembangan jalur kereta api jalur ganda untuk meningkatkan kinefja kereta api;

n. melakukan kajian dan penelitian teknis untuk keperluan penyelenggaraan
kebandarudaraan; dan

0. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi udara untuk keperluan
penyelenggaraan kebandarudaraan.

(6) Strategi  peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana
telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan
pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:

a. meningkatkan ketersediaan energi listrik dan pemerataan pelayanan sesuai standar

pelayanan minimal;
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meningkatkan pelayanan telekomunikasi kepada masyarakat, dengan prioritas
pelayanan pada wilayah yang memiliki potensi tumbuhnya kegiatan ekonomi baru,
dan wilayah yang secara geografis rendah aksesibilitasnya;

menjaga keseimbangan ketersediaan air dengan optimasi penggunaan air baku
irigasi, air minum, serta memelihara daerah air sungai;

mengendalikan pencemaran terkait dengan perlindungan mutu air tanah dan udara;
meningkatkan cakupan wilayah pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan
SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di perkotaan dan perdesaan;

mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah yang ramah
lingkungan;

mengembangkan, meningkatkan dan menangani sanitasi lingkungan untuk
permukiman dengan sanitasi individual dan/atau sistem komunal di wilayah perkotaan
dan perdesaan;

mengembangkan, meningkatkan dan menangani sistem pengolahan limbah; dan
melakukan pembangunan sistem drainase yang terpadu dengan pembangunan
prasarana lainnya.

(7) Strategi pengendalian fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf g, meliputi:

a.

b
C.
d

@

g.
h.

meningkatkan dan mengendalikan fungsi hutan lindung;

. memulihkan kawasan lindung yang telah menurun fungsinya;

meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung setempat;

. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan

melalui kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan;

mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung;

mengembangkan program pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan konsep
berkelanjutan;

meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan lindung;
mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung; dan
meningkatkan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.

(8) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung

perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf h, meliputi:

a.
b.

mempertahankan dan mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan produksi;
mempertahankan lahan sawah beririgasi sebagai lahan pertanian pangan
berkelanjutan dan mengendalikan perubahannya,

meningkatkan produktivitas, diversifikasi tanaman, dan pengolahan hasil pertanian;

. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian sampai ekspor,

mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan;
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f. mengembangkan kegiatan industri terutama diarahkan pada industri pendukung
pertanian, yang ramah lingkungan;

g. mengembangkan dan meningkatan kegiatan pariwisata alam, buatan, dan sejarah
secara terintegrasi; dan

h. mengembangan permukiman yang aman, nyaman, dan seimbang serta
mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

(9) Strategi pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi
potensial, pengembangan wilayah barat, dan daya dukung lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, meliputi:

a. mendorong pengembangan sentra ekonomi agropolitan dan pusat bisnis;
b. mendorong pengembangan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan
kawasan bersejarah dan potensi alam;
e ¢. mendorong pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat di daerah sulit air
dan kekeringan; dan
d. mengendalikan kualitas lingkungan hidup.

BAB I
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7
(1) Rencana struktur ruang diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat
kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah.
I (2) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. pusat kegiatan,
b. peran pusat kegiatan; dan
c. perwilayahan.

(3) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energ;;
¢. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan prasarana lainnya.

(4) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran |l yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



18

Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 8

(1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, ditentukan secara
hirarkis meliputi:

b.
C.

PKL di perkotaan Ngasem dan Pare;

PKLp di perkotaan Papar, Wates, Ngadiluwih, Semen, dan Grogol;

PPK di perkotaan Tarokan, Banyakan, Mojo, Kras, Kandat, Ringinrejo, Ngancar,
Gampengrejo, Gurah, Pagu, Plosoklaten, Puncu, Kepung, Kandangan, Badas,
Kunjang, Purwoasri, dan Plemahan; dan

. PPL di Desa Kalipang dan Bakalan Kecamatan Grogol, Desa Jati Kecamatan

Tarokan, Desa Tiron Kecamatan Banyakan, Desa Tales dan Wonorejo Kecamatan
Ngadiluwih, Desa Ngadi, Kranding, Kedawung, Mondo Kecamatan Mojo, Desa Pelas
dan Jemekan Kecamatan Kras, Desa Blabak Kecamatan Kandat, Desa Sumberagung
dan Duwet Kecamatan Wates, Desa Bedali Kecamatan Ngancar, Desa Tiru Kidul dan
Turus Kecamatan Gurah, Desa Bulupasar Kecamatan Pagu, Desa Pranggang dan
Klanderan, Kecamatan Plosoklaten, Desa Sidomulyo Kecamatan Puncu, Desa
Brumbung Kecamatan Kepung, Desa Karangtengah Kecamatan Kandangan, Desa
Kepuh Kecamatan Papar, Desa Kuwik Kecamatan Kunjang, Desa Karangpakis dan
Sumberjo Kecamatan Purwoasri, Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan, Desa
Puhsarang Kecamatan Semen.

(2) Peran pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:

perkotaan Ngasem sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pengolahan hasil
pertanian, pusat industri, pusat bisnis regional, pusat pelayanan kesehatan, pusat jasa
pariwisata, dan pusat pendidikan tinggi;

perkotaan Pare sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pengolahan hasil
pertanian tanaman pangan dan peternakan, industri, pusat perdagangan regional,
pusat pelayanan kesehatan, pusat jasa pariwisata, dan pusat pendidikan tinggi;
perkotaan Papar sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengolahan hasil
pertanian tanaman pangan dan perkebunan, pusat perdagangan lokal, pusat
transportasi lokal;

perkotaan Wates sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengolahan hasil
pertanian tanaman pangan dan perkebunan, pusat transportasi lokal, pusat
perdagangan lokal, pusat pengembangan agroindustri;

perkotaan Ngadiluwih sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengolahan
hasil pertanian tanaman pangan dan perkebunan, pusat perdagangan lokal, sentra
tanaman hias dan ikan hias;
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perkotaan Semen sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat jasa pariwisata alam
dan religi, pusat perdagangan lokal;

perkotaan Grogol sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan
regional, pusat pendidikan;

PPK sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi
skala kawasan; dan

PPL sebagai pusat agropolitan dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan.

(3) Perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf ¢, ditentukan sebagai

Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP), meliputi;

SSWP A terdiri dari Kecamatan Grogol, Tarokan, dan Banyakan, berpusat di
perkotaan Grogol sebagai PKLp, dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi
pertanian, pendidikan, industri kecil/menengah, dan perdagangan;

SSWP B terdiri dari Kecamatan Ngadiluwih, Mojo, Kras, Kandat, dan Ringinrejo,
berpusat di perkotaan Ngadiluwih sebagai PKLp, dengan kegiatan utama yang
dikembangkan meliputi pertanian, perdagangan, pariwisata, pendidikan,dan industri
kecil/menengah;

SSWP C terdiri dari Kecamatan Ngancar dan Wates, berpusat di perkotaan Wates
sebagai PKLp, dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi pertanian,
perhubungan, perdagangan, industri kecil, dan pariwisata,

SSWP D terdiri dari Kecamatan Ngasem, Gampengrejo, Gurah, Pagu, Kayenkidul,
dan Plosoklaten, berpusat di Kecamatan Ngasem sebagai PKL, dengan kegiatan
utama yang dikembangkan meliputi perdagangan, industri, pusat pemerintahan,
pemasaranfjasa, pertanian, pendidikan, dan pariwisata;

SSWP E terdiri dari Kecamatan Pare, Badas, Puncu, Kepung, dan Kandangan,
berpusat di perkotaan Pare sebagai PKL, dengan kegiatan utama yang dikembangkan
meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, perhubungan, dan pendidikan;
SSWP F yang terdiri dari Kecamatan Papar, Plemahan, Kunjang, dan Purwoasri,
berpusat di perkotaan Papar sebagai PKLp, dengan kegiatan yang dikembangkan
meliputi pertanian, perdagangan, transportasi, dan industri; dan

SSWP G terdiri dari Kecamatan Semen, berpusat di perkotaan Semen sebagai PKLp,
dengan kegiatan yang dikembangkan meliputi perdagangan, industri kecil, pariwisata,
dan pertanian.

(4) Kebutuhan pengembangan fasilitas perkotaan ditentukan sesuai jumlah penduduk, fungsi

kawasan, dan mengikuti standar nasional Indonesia, tercantum dalam Lampiran |li

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
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Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
a. Sistem jaringan transportasi darat, terditi atas:

1) sistem jaringan transportasi jalan; dan

2) sistem jaringan kereta api.

b. Sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 10

(1) Rencana sistem jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a

angka 1), meliputi peningkatan dan penyesuaian aspek teknis jalan dan jembatan,

penentuan fungsi jaringan jalan, optimalisasi, dan pengembangan terminal.

(2) Peningkatan dan penyesuaian aspek teknis sesuai dengan hirarki dan fungsi jaringan

jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.
b.

d.

rencana pembangunan jaringan jalan baru dari Mojo-Ngebel di Kabupaten Ponorogo;
peningkatan dan rehabilitasi jalan arah wisata Gunung Kelud, ruas Blitar-Plosoklaten-
Pare, dan Mojo-Sendang di Kabupaten Tulungagung;

membuka akses wilayah barat dengan wilayah timur dengan pembangunan jembatan
di Ngadiluwih dan Papar; dan

rencana jatan lingkar Gampengrejo-Simpang Gumul.

(3) Penentuan fungsi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

d.

jalan kolektor primer 1 ditetapkan pada ruas jalan Kertosono — Kediri dan Kediri -
Tulungagung;

jalan kolektor primer 2 ditetapkan pada ruas jalan Kediri — Nganjuk dan Kediri —
Tulungagung berada di sebelah barat Sungai Brantas, Pare - Jombang, Kediri - Blitar;
jalan kolektor primer 3 ditetapkan pada ruas Kediri- Perak di Kabupaten Jombang,
Blitar-Plosoklaten-Pare, dan antar PKL Papar-Pare-Wates-Ngadiluwih; dan

jalan lokal primer ditetapkan pada ruas jalan antar ibukota kecamatan.

(4) Optimalisasi dan pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.
b.

optimalisasi terminal tipe C di Ngasem dan Pare; dan
pembangunan terminal tipe C di Papar, Wates, dan Ngancar.

Pasail 11

Rencana sistem jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal ¢ huruf a

angka 2) , meliputi:

a. peningkatan jaringan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya-Kertosono-Kediri-

Tulungagung-Blitar; dan

b. revitalisasi infrastruktur jaringan kereta api.
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Pasal 12
Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b,
berupa bandar udara di Kabupaten Kediri.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13
(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, terdiri

atas:
a. jaringan pipa gas bumi; dan
b. jaringan transmisi tenaga listrik.

(2) Jaringan pipa gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di jalan
sepanjang jalan utama Purwoasri-Papar-Gampengrejo-Kota Kediri.

(3) Peningkatan pelayanan sistem jaringan energi terdiri atas pemenuhan rumah tangga,
fasilitas umum, dan penerangan jalan umum.

(4) Jaringan transmisi tenaga listrk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dikembangkan untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem yang menggunakan kawat
saluran udara dan kabel bawah tanah.

(5) Pengamanan sistem jaringan transmisi tenaga listrik pada ruang sepanjang jalur Saluran
Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET),
meliputi Kecamatan Kras, Ngadiluwih, Ngasem, Wates, Gurah, Plosoklaten, Puncu,
Kepung, Gampengrejo, Banyakan, Tarokan, Pagu, Pare, Badas, Plemahan, Kunjang,
Kayen Kidul, Papar, dan Purwoasri.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14
Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf ¢, terdiri

atas:

a. jaringan kabel;

b. jaringan nirkabel; dan
c. jaringan satelit.

Pasal 15

(1) Sistem telekomunikasi jaringan kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a,
berupa optimalisasi jaringan yang tersebar di seluruh kecamatan.

(2) Sistem telekomunikasi nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, berupa
peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan
infrastruktur pengadaan dan pengelolaan menara Base Transceiver Station (BTS)
bersama, yang tersebar di seluruh kecamatan.
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(3) Sistem satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf ¢, meliputi peningkatan
pelayanan di wilayah terpencil di lereng Gunung Kelud dan Wilis dengan memberi
dukungan dalam pengembangan kemudahan jaringan.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16
Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d
terdiri atas:
a. wilayah sungai;
b. sistem prasarana pengairan; dan
c. sistem pelayanan air minum.

Pasal 17
Wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, berupa wilayah Sungai
Brantas sebagai wilayah sungai strategis nasional.

Pasal 18
(1) Sistem prasarana pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:
a. sistem jaringan pengairan; dan
b. wilayah pelayanan prasarana pengairan.
(2) Sistem jaringan pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Sungai Brantas dan anak sungai Brantas yang menjadi bagian dari Daerah Aliran
Sungai (DAS) Brantas,

b. sumber air baku air minum dan irigasi Waduk Siman dan Embung Joho; dan

c. cekungan air tanah wilayah Brantas yang berpotensi ketersediaan air tanah bebas
dan air tanah tertekan.

(3) Wilayah pelayanan prasarana pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:

a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah berada di DI Mrican Kiri/W-K, DI Siman,
dan DI Mrican Kanan;

b. DI kewenangan Provinsi berada di DI Ketandan, Pohblembem, Dermo, Kalasan,
Ampomangiran, Sukorejo, Sempu, Toyoaning, Keling, Lanang, Hardisingat Gunting,
Kembangan, Klitik Bendokrosok, Klitik Kresek, dan Ngaglik; dan

c. Dl kewenangan Kabupaten berada tersebar di semua kecamatan.

(4) Wilayah pelayanan prasarana pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran 1V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Pasal 19

(1) Sistem pelayanan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri atas

sumber air baku air minum, target pemenuhan pelayanan air minum, dan sistem
pelayanan air minum.

(2) Sumber air baku air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber air

Dales berada di Kecamatan Plosoklaten, sungai Supiturang, dan sungai Srinjing.

(3) Target pemenuhan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi

70% dari kebutuhan penduduk melalui instalasi pengolahan air minum, dan 30% melalui

swadaya masyarakat.

(4) Sistem pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. peningkatan kapasitas produksi instalasi pengolahan air minum;

b. perluasan jaringan pelayanan yang ada sehingga dapat menjangkau daerah-daerah
yang membutuhkan air minum; dan

c. pemanfaatan secara optimal keberadaan sumur penyedia air minum di desa-desa
rawan kekurangan air.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20
Sistem jaringan prasarana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, terdiri
atas:
a. sistem pengelolaan sampah;

b.

sistem sanitasi lingkungan; dan

c. jalur evakuasi bencana.

Pasal 21

Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:

a.

optimalisasi pemanfaatan dan perluasan areal Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sekoto
berada di Kecamatan Badas, serta rehabilitasi sistem menjadi controlled landfill;
pembangunan TPA baru di Kecamatan Ngadiluwih berada di Desa Branggahan, untuk
melayani wilayah selatan, di Kecamatan Papar untuk melayani wilayah utara, dan di
Kecamatan Grogol untuk melayani wilayah barat, dengan sistem controlled
landfill/sanitary landfill;

pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sesuai standar pelayanan
tersebar di seluruh kecamatan,;

pengembangan sistem pengurangan masukan sampah ke TPA melalui pengurangan —
penggunaan kembali — pengolahan di sumber sampah.



24

Pasal 22

Sistem sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:

a. penerapan sistem pengelolaan limbah oleh masing-masing rumah tangga dan kegiatan
sosial ekonomi, serta menerapkan sistem komunal pada wilayah-wilayah padat
penduduk;

b. pengembangan sistem instalasi pemrosesan lumpur tinja (IPLT) berada di Desa Sekoto,
Kecamatan Badas;

c. pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) industri.

Pasal 23
(1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, berada di zona
aman di desa-desa terdekat dengan lokasi bencana.
(2) Peta jalur evakuasi bencana alam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang

Ay ¢

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24
(1) Rencana pola ruang wilayah terdiri atas:
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya.
-~ (2)Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian minimal 1:50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vi yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 25
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
kawasan hutan lindung;
kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
kawasan perlindungan setempat;
kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
kawasan rawan bencana alam; dan

0 00 T O

kawasan lindung geologi.
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Pasal 26
Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, seluas kurang lebih
8.217 Ha, meliputi;
a. wilayah lereng Gunung Kelud, berada di Kecamatan Ngancar, Plosoklaten, Kandangan,
Kepung, dan Kecamatan Puncu; dan
b. wilayah lereng Gunung Wilis, berada di wilayah Kecamatan Mojo, Semen, Tarokan, dan
Kecamatan Banyakan.

Pasal 27
(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, berupa kawasan resapan air.
(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kecamatan
Tarokan, Grogol, Banyakan, Semen, Mojo, Badas, Kandangan, Kepung, Puncu, Pare,
Plosoklaten, Gurah, Wates, Ngancar, dan Ringinrejo.

Pasal 28
(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf ¢, terdiri
atas sempadan sungai, kawasan sekitar waduk, kawasan sekitar mata air, dan ruang
terbuka hijau perkotaan;
(2) Kawasan sempadan sungai meliputi:
a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar minimal 5 meter dari kaki
tanggul sebelah luar;
b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman
dengan lebar minimal 100 meter dari tepi sungai; dan
c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman
dengan lebar minimal 50 meter dari tepi sungai.
(3) Kawasan sekitar waduk Siman dan embung Joho merupakan kawasan perlindungan
setempat, dengan ketentuan:
a. daratan dengan jarak 50-100 meter dari titik pasang air waduk tertinggi; atau
b. daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan
kondisi fisik waduk.
(4) Kawasan sekitar mata air merupakan kawasan di sekitar mata air, yang ditentukan
dengan jari-jari sekurang-kurangnya radius 200 meter.
(6) Ruang terbuka hijau perkotaan (RTHP) seluas kurang lebih 15.090 ha, berada di pusat-
pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢,
dan huruf d.
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Pasal 29
(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 huruf d, terdiri atas kawasan cagar alam dan cagar budaya.
(2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Cagar Alam Besowo Gadungan berada di Desa Besowo, Kecamatan Kepung seluas 7
Ha; dan

b. Cagar Alam Manggis Gadungan berada di Desa Manggis, Kecamatan Puncu seluas
12 Ha.

(3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. lingkungan non bangunan berupa Petilasan Sri Aji Joyoboyo, berada di Kecamatan
Kayen Kidul,

b. lingkungan bangunan non gedung berupa Arca Totok Kerot berada di Kecamatan
Gurah, Candi Surowono di Kecamatan Pare, Candi Doro di Kecamatan Puncu, Candi
Kepung di Kepung, Candi Tegowangi di Kecamatan Pagu, Pesanggrahan Jendral
Sudirman di Grogol, Situs Tondowongso di Kecamatan Gurah;

c. lingkungan bangunan gedung dan halamannya berupa pabrik Gula Ngadirejo, berada
di Kecamatan Ngadiluwih; dan

d. kawasan lain yang mempunyai nilai sejarah.

Pasal 30
(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, terdiri
atas kawasan rawan longsor dan rawan banijir.
(2) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di Kecamatan
Grogol, Semen, Mojo, Puncu, Plosoklaten, Wates, Ngancar.
“™  (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di Kecamatan Kras,
Ngadiluwih, Gampengrejo, Papar dan Purwoasri.

Pasal 31
(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, terdiri atas
kawasan rawan letusan gunung berapi dan rawan gerakan tanah.
(2) Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. kawasan rawan letusan Gunung Kelud berada di Kecamatan Ngancar, Puncu,
Plosoklaten, dan Kecamatan Kepung; dan
b. kawasan rawan letusan Gunung Wilis berada di Kecamatan Mojo, Semen, Banyakan
dan Grogol.
(3) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di
Kecamatan Mojo.
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Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 32
Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
kawasan peruntukan hutan produksi;
kawasan hutan rakyat;
kawasan peruntukan pertanian,
kawasan peruntukan perikanan;
kawasan peruntukan pertambangan;
kawasan peruntukan industri;
kawasan peruntukan pariwisata;

T@ =0 a0 0w

kawasan peruntukan permukiman; dan

kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 33
(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a,
berupa kawasan peruntukan hutan produksi tetap.
(2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di lereng
Gunung Kelud dan lereng Gunung Wilis, sefuas kurang lebih 13.737 Ha.

Pasal 34
Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, berada di
Kecamatan Kepung, Puncu, Plosoklaten, Kandangan, Ngancar, Mojo, Semen, Banyakan,
Grogol dan Tarokan.

Pasal 35
(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf ¢, terdiri
atas kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
(2) Kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. kawasan pertanian lahan basah kurang lebih seluas 45405 ha dan kawasan
pertanian lahan kering kurang lebih seluas 1.191 ha;
b. lahan pertanian pangan berkelanjutan kurang lebih seluas 42.291 ha; dan
C. mengembangan kawasan pertanian lahan kering secara terpadu dengan pekarangan.
(3) Kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan
secara terpadu dengan pekarangan.
(4) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan
melalui Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), meliputi:
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a. KIMBUN Kelud berada di Kecamatan Ngancar, Plosoklaten, Kandangan, Kandat,
Ringinrejo, Puncu dan Kepung, dengan komoditi yang dikembangkan terutama kopi,
tebu, kakao, cengkeh dan komoditas tanaman perkebunan strategis; dan

b. KIMBUN Wilis berada di Kecamatan Mojo dan Banyakan, dengan komoditi yang
dikembangkan terutama kopi, tebu, kakao, kelapa, cengkeh dan komoditas tanaman
perkebunan strategis.

(5) Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pengembangan sentra peternakan ternak besar sapi potong, berada di Kecamatan
Semen, Kras, Kandat, Ngancar, Gurah, Kunjang, Plemahan, Purwoasri, Papar, Pagu,
Kayen Kidul, Banyakan, Grogol, dan Tarokan;

b. pengembangan sentra peternakan ternak besar sapi perah, berada di Kecamatan
Wates, Ngancar, Plosoklaten, Gurah, dan Kandangan;

¢. pengembangan sentra peternakan ternak kecil unggas, berada di Kecamatan Mojo,
Wates, Plosoklaten, Gurah, Puncu, Pare, Pagu, Gampengrejo, dan Ngasem; dan

d. pengembangan sentra peternakan ternak kecil lainnya berada di seluruh wilayah
kecamatan.

Pasal 36
(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi
perikanan air tawar untuk konsumsi dan ikan hias.
(2) Kawasan peruntukan perikanan berada di Kecamatan Pare, Plosoklaten, Kandangan,
Kras, dan Kecamatan Ngadiluwih.

Pasal 37

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e,
terdiri atas pertambangan batuan dan minyak dan gas bumi.

(2) Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kerikil berpasir
alami (sirtu).

(3) Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. pertambangan di kali lahar Sungai Srinjing dan Sungai Ngobo; dan
b. pertambangan di kantong lahar Kecamatan Puncu dan Plosoklaten.

(4) Pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di
Kecamatan Purwoasri, Kunjang, Plemahan, Badas, Papar, Kayen Kidul, Kandangan,
Pare, Tarokan, Grogol, Banyakan,Gampengrejo, dan Pagu.

Pasal 38
(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, terdiri atas
industri besar, sedang, dan rumah tangga.
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(2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di
Kecamatan Gampengrejo.

(3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di
Kecamatan Pare, Badas, Ngasem, Kunjang, Plemahan, Kandat, Tarokan, Plosoklaten,
Wates, Kras, dan Kecamatan Grogol.

(4) Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 39
(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, terdiri
atas wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan wisata minat khusus.
(2) Kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

a. wisata alam berada di Gunung Kelud, Besuki di Gunung Wilis, Air Terjun fronggolo,
Dolo, Sumber Podang dan Air Terjun Ngleyangan, serta Goa Jepang;

b. wisata budaya meliputi wisata religi Gereja Tua Poh Sarang, Petilasan Sri Aji
Joyoboyo, Candi Surowono, Candi Doro, Candi Kepung, Candi Tegowangi, Arca
Totok Kerot, Pesanggrahan Jendral Sudirman dan Situs Tondowongso;

c. wisata buatan meliputi taman wisata Sumber Air Ubalan, Taman wisata Bendung
Gerak, Waduk Siman serta wisata buatan lainnya; dan

d. wisata minat khusus rafting Kali Konto berada di Kecamatan Kepung.

Pasal 40

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h, terdiri
atas permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.

(2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pusat PKL dan
PPK seluas kurang lebih 13.166 Ha.

(3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pusat PPL dan
permukiman desa, seluas kurang lebih 14.899 Ha.

(4) Permukiman perkotaan dan perdesaan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41
(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i, terdiri atas:
a. kawasan central business district (CBD); dan
b. ruang untuk sektor informal.
(2) Kawasan CBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengembangan
kegiatan perdagangan, jasa, dan rekreasi, berada di Simpang Lima Gumul, Kecamatan
Ngasem.
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(3) Ruang untuk sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi;
a. penyediaan ruang pedagang kaki lima di kawasan wisata; dan
b. penyediaan ruang pedagang kaki lima di pusat perkotaan PKL, PPK, dan PPL.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 42
(1) Kawasan strategis terdiri atas kawasan strategis provinsi yang ada di kabupaten dan

kawasan strategis kabupaten.
(2) Kawasan strategis ditentukan berdasarkan kepentingan:
a. pertumbuhan ekonomi;
b. sosial dan budaya; dan
c. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
& (3) Kawasan strategis wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
1:50.000, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIl yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43
Kawasan strategis provinsi yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (1), berupa kawasan strategis berdasarkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup,
berada di Kawasan Penyangga Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas.

Pasal 44
(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud
-~ dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, terdiri atas kawasan pengembangan agropolitan dan
kawasan pengembangan perdagangan, jasa, rekreasi.
(2) Kawasan pengembangan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kawasan agropolitan Ngawasondat, meliputi Kecamatan Ngancar, Wates,
Plosoklaten, Kandat, dan Ringinrejo sebagai pusat pengembangan kawasan di
Kecamatan Wates, dengan komoditas unggulan berupa nanas, pepaya, dan sapi
perah;

b. kawasan agropolitan Pakancupung, meliputi Kecamatan Pare, Kandangan, Puncu,
dan Kepung, berpusat di perkotaan Pare, dengan komoditas unggulan berupa cabe,
bawang merah dan sayuran;

c. kawasan agropolitan Segobatam, berada di Kecamatan Semen, Grogol, Banyakan,
Tarokan, dan Mojo, berpusat di perkotaan Banyakan, dengan komoditas unggulan
berupa mangga podang dan ubi kayu;

d. kawasan agropolitan Papar, Plemahan, Purwoasri, Kayen Kidul, Pagu, Gurah,
Kunjang, Gampngrejo dengan komoditas unggulan berupa padi dan palawija.
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(3) Kawasan perdagangan, jasa, rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
pengembangan CBD Simpang Lima Gumul.

Pasal 45
Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (2) huruf b, meliputi penanganan peninggalan sejarah Gereja Tua Poh Sarang,
Petilasan Sri Aji Joyoboyo, Candi Surowono, Candi Doro, Candi Kepung, Candi Tegowangi,
Arca Totok Kerok, Pesanggrahan Jendrai Sudirman, dan Situs Tondowongso.

Pasal 46

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf ¢, berupa kawasan rawan bencana
letusan gunung berapi dan rawan banijir,

» (2) Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berada di lereng Gunung Kelud dan Gunung Wilis.

(3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di Kecamatan
Kecamatan Kras, Ngadiluwih, Gampengrejo, Papar dan Purwoasri, yang rawan
tergenang luapan Sungai Brantas dan Sungai Konto.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

(1) Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi
sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan.

(2} Indikasi program utama pemanfaatan ruang meliputi :
a. Indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
b. Indikasi program utama perwujudan pola ruang;
c. Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis.

(3) Indikasi sumber pendanaan meliputi dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten.

(4) Indikasi pelaksana kegiatan meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten, swasta, dan masyarakat

(5) Indikasi waktu pelaksanaan sampai dengan tahun 2030 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap
yaitu tahap kesatu tahun 2010 sampai 2015, tahap kedua dari 2016 sampai 2020, tahap
ketiga 2021 sampai 2025, dan tahap keempat dari 2026 sampai 2030.
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(6) Rincian indikasi lokasi tahapan pelaksanaan program-program penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 48
(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47 ayat (2) huruf a, terdiri atas perwujudan sistem pusat kegiatan dan perwujudan sistem
prasarana wilayah.
(2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten diprioritaskan
pada:
a. pengembangan fasilitas penunjang PKL, PKLp, PPK, dan PPL;

o

pengembangan fasilitas penunjang agropolitan;
pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jalan;
pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jembatan;
pemeliharaan dan peningkatan jaringan jalur kereta api;

- o o o

revitalisasi stasiun kereta api;
perencanaan pengamanan ruang sepanjang jalur SUTT dan SUTET;

T @

perencanaan pengaturan infrastruktur menara telekomunikasi;

i. pemeliharaan dan penyediaan sumber air baku dan jaringan pengairan;
j. pemeliharaan, peningkatan, dan pertuasan pengelolaan sampah;

k. penerapan dan pengembangan sistem limbah domestik dan industri; dan
I. penyiapan dan penyediaan jalur evakuasi bencana.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Pasal 49
(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
ayat (2) huruf b, terdiri atas;
a. perwujudan kawasan lindung; dan
b. perwujudan kawasan budidaya.
(2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung wilayah kabupaten pada tahap
kesatu diprioritaskan pada:
a. pemulihan fungsi lindung; dan
b. pengembangan ruang terbuka hijau perkotaan.
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(3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya wilayah kabupaten pada tahap
kesatu diprioritaskan pada:

reboisasi tanaman;

pengembangan aneka produk olahan;

pengembangan hutan rakyat;

pengembangan hortikultura untuk ekspor,

pengembangan breeding centre (pusat pembibitan);

pengembangan pemuliaan plasma nutfah;

pengembangan industri perikanan;

Te 0 o0 oo

pengembangan pertambangan,
pengembangan industri besar dan industri sedang;

——

pengembangan obyek wisata utama; dan

>

pengkaitan kalender wisata kabupaten.

BAB VI
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 50
(1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan datam

pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:

a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten;

b. ketentuan perizinan;

c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, dan

d

. arahan sanksi.

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 51
(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal

50 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam
menyusun peraturan zonasi.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten meliputi indikasi arahan peraturan
zonasi untuk struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis, yang terdiri atas:
a. sistem pusat kegiatan;

sistemn jaringan transportasi,

sistem jaringan energi,

sistem jaringan telekomunikasi;

® a0 o

sistem jaringan sumber daya air;
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kawasan lindung;

kawasan budi daya;

kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
kawasan strategis sosial budaya; dan
kawasan strategis kepentingan lingkungan.

(3) Petunjuk teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 52

Peraturan zonasi pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a,

meliputi:
a. peraturan zonasi pada PKL, kegiatan berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas

dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya,

dengan penetapan batas perkotaan sebagai pusat kegiatan,;

b. peraturan zonasi untuk PKLp, kegiatan berskala beberapa kecamatan, penetapan batas

perkotaan sebagai PKLp;

c. peraturan zonasi untuk PPK, kegiatan berskala kecamatan, dengan penetapan batas

perkotaan kecamatan di masing masing ibukota kecamatan; dan

d. peraturan zonasi untuk PPL, kegiatan berskala beberapa desa, dengan penetapan batas

PPL di masing masing desa pusat pertumbuhan atau pusat agrobisnis.

Pasal 53

(1) Peraturan zonasi jaringan transportasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (2) huruf b, disusun dengan memperhatikan:

a.

pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah
hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;

ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang
pengawasan jalan;

dilarang semua pemanfaatan pada zona inti, kecuali untuk pergerakan orang/barang
dan kendaraan;

dibolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan
kondisi dan kelas jalan;

dilarang aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruang pengawasan jalan
sesuai dengan kelas dan hirarki jalan: dan

pengembangan kawasan baru dan pusat pertumbuhan yang menimbulkan bangkitan
lalu lintas harus dilengkapi kajian analisis dampak lalu lintas.
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(2) Peraturan zonasi jaringan transportasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan
tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan
ruangnya dibatasi;

b. pada pemanfaatan ruang di sekitar pengawasan jalur kereta api terdapat ketentuan
pelarangan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan
keselamatan transportasi perkeretaapian;

c. adanya pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan
akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;

d. adanya minimalisasi perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
dan

e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan
memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur
kereta api.

Pasal 54
Peraturan zonasi untuk jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2)
huruf ¢, disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di
sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65
Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (2) huruf d, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk
penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan
dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitamya.

Pasal 56
Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumberdaya air pada wilayah sungai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan
ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian sungai.

Pasal 57
(1) Peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(2) huruf f, meliputi :
a. Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
b. Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air;

c. Peraturan zonasi untuk sempadan sungai;
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Peraturan zonasi untuk sekitar mata air;

Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau perkotaan;

Peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam;

Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya;

Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor,

Peraturan zonasi untuk kawasan rawan banijir;

Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana letusan gunung berapi;

Peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah.

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a disusun dengan ketentuan:

a.
b.

dibolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
dibolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah
bentang alam;

c. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;

d. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, menggangu

kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta
kelestarian lingkungan hidup;

dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap
keutuhan kawasan dan ekosistemnya; dan

kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tertentu, tidak
mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.

Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b disusun dengan ketentuan:

a.
b.
c.

dilarang untuk semua jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;

diizinkan untuk kegiatan hutan rakyat;

diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki
kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;

dibolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
dibolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah
bentang alam; dan

dibolehkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun
yang sudah ada.

Peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

disusun dengan ketentuan:

a.
b.

dilarang semua kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
dilarang semua kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan
menurunkan kualitas sungai;
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dibolehkan aktivitas wisata alam petualangan dengan syarat tidak mengganggu
kualitas air sungai;

dibolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;

ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan
untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;

pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi, dan
penetapan lebar sembadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Peraturan zonasi untuk sekitar mata air dan danau disusun sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:

a.

dilarang semua jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi
fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;

dilarang semua kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan
tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;

¢. dilarang pemanfaatan hasil tegakan;

d. boleh untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak

e.

menyebabkan kerusakan kualitas air; dan
diizinkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan.

Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau perkotaan sebagimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:

a.

b
c.
d

dilarang semua kegiatan yang bersifat alih fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH);

. diizinkan semua kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30%;

pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;

. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan

fasilitas umum fainnya;

ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain untuk menunjang
kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan

pengawasan ketat dan pemerintah terkait kegiatan budidaya yang mempengaruhi
fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.

Peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f disusun dengan ketentuan:

a.
b.
C.

diizinkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam;

dilarang untuk kegiatan lainnya;

pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan,
dan wisata alam;

ketentuan pelarangan pendirian bangunan lainnya;

diizinkan terbatas kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam; dan
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dilarang kegiatan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan
flora dan satwa endemik kawasan.

(8) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf g disusun dengan ketentuan:

a.
b.

pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;

diizinkan bersyarat pendidian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan,
penelitian, dan wisata;

dilarang kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;

dilarang kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai
manfaat untuk pengembangan iimu pengetahuan;

dilarang kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan
sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan
geologi tertentu; dan

dilarang kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat
setempat.

(9) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:

pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman
bencana;

penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan

pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman
bencana dan kepentingan umum.

(10) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf i disusun dengan ketentuan:

a.
b.

penetapan batas dataran banjir;

pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas
umum dengan kepadatan rendah; dan

ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas
umum penting lainnya, kecuali yang sudah ada saat ini.

(11) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana letusan gunung berapi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf j disusun dengan ketentuan:

a,

dilarang aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan
rawan bencana di zona perlindungan mutlak;

dibolehkan aktivitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai
dengan karakteristik bancananya selain di kawasan perlindungan mutlak;
pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman

bencana dan kepentingan umum;
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penentuan lokasi dan jalur evakusi, sistem informasi bencana, sistem peringatan
dini, prosedur standar operasional bencana dari permukiman penduduk; dan
mengarahkan bangunan pada kondisi tanah yang stabil.

(12) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada

(N

(2)

3)

ayat (1) huruf k disusun dengan ketentuan:

a.
b.
C.

penggunaan lahan dengan mempertimbangkan kelerengannya;

penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;

pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman
bencana dan kepentingan umum; dan

pelarangan pembuatan sawah pada lereng terjal di atas dan di bawah badan jalan.

Pasal 58

Peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat

(2) huruf g, meliputi :
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Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi;

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat;

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan,;

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan,;
Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kawasan CBD;
Peraturan zonasi untuk ruang sektor informal.

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a disusun dengan ketentuan:

b
c.
d

diizinkan aktivitas pengembangan hutan secara lestari;

dilarang aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan;
diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;

diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca
sumber daya kehutanan,; dan

diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan

pemanfaatan hasil hutan.

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b disusun dengan ketentuan:

diizinkan aktivitas pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa

lingkungan,
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diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan
pemanfaatan hasil hutan;

diizinkan pembangunan dan penguatan kelembagaan masyarakat agar masyarakat
mampu dan mandiri dalam pemanfaatan hutan serta dalam melakukan suatu
usaha; dan

diizinkan pembangunan dan penguatan kelembagaan masyarakat melalui fasilitasi
oleh Pemerintah Daerah.

(4) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada

(5)

(6)

ayat (1) huruf ¢ disusun dengan ketentuan:

a.
b.

J.

dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi;

dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan
kualitas tanah untuk perkebunan;

diizinkan aktivitas pendukung pertanian;

dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran
irigasi;

diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi; dan
pertanian dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah;

diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
usaha-usaha peternakan diadakan dengan tidak mengganggu ketenteraman
masyarakat umum,

jumlah dan jenis ternak yang boleh diternakkan di suatu bidang tanah tertentu untuk
disesuaikan dengan keadaan dan keseimbangan tanah dengan jenis ternak yang
bersangkutan;

zona-zona di mana suatu rumpun ternak telah mencapai mutu yang tinggi di dalam
suatu produksi harus dijalankan peternakan mumi; dan

pemanfaatan sumber daya peternakan agar tidak melebihi potensi lestari.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:

a.
b.

pemanfaatan sumberdaya yang lestari;

dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan
waduk untuk perikanan darat;

diizinkan aktivitas pendukung aktivitas perikanan; dan

penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis,
pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan, dan
pembenihan.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:

a.

memperhatikan zona izin pertambangan yang telah ditetapkan;
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pengaturan kegiatan penambangan dengan memperhatikan keseimbangan antara
biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat;

pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan
yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian Amdal yang dilengkapi
dengan RPL dan RKL untuk yang berskala besar, atau UKL dan UPL untuk yang
berskala kecil;

kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap eksplorasi,
eksploitasi, dan pasca tambang harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak
menimbulkan perselisihan dan atau persengketaan dengan masyarakat setempat;
penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada
ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap
lingkungan.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) huruf f disusun dengan ketentuan:

a.
b.

e.

f.

diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;

diizinkan mengembangkan aktivitas perumahan skala kecil di luar zona penyangga
peruntukan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang;

diizinkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga
peruntukan industri;

penyelenggaraan perumahan buruh/karyawan, fasosffasum skala lokal sebagai
pendukung kegiatan industri;

penyelenggaraan instalasi pengolahan air limbah; dan

pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:

a.

c.
d.

diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik
pariwisatanya;diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan
permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu
bentang alam daya tarik pariwisata;

pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya
tampung lingkungan;

perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan
pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pariwisata.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:

a.
b.

diizinkan ketinggian bangunan lebih dari 3 lantai;
intensitas bangunan berkepadatan sedang — tinggi;
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boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
diizinkan pengembangan fasum dan fasos sesuai skalanya;

penetapan amplop bangunan;

penetapan tema arsitektur bangunan;

penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan

penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

(10) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan:

a.
b.
C.

d
e.
f

a.

diizinkan ketinggian bangunan kurang dari 3 lantai;

intensitas bangunan berkepadatan rendah — sedang;

boleh mengembangkan perdagangan dan jasa dengan syarat sesuai dengan
skalanya;

diizinkan pengembangan fasum dan fasos sesuai skalanya;

dilarang pengembangan budidaya lainnya;

penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan

penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

(11) Peraturan zonasi untuk kawasan CBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j

disusun dengan ketentuan:

diperbolehkan pembangunan bangunan komersial sesuai dengan skala pelayanan
berdekatan dengan hunian;

penetapan amplop bangunan antara lain, meliputi garis sempadan bangunan,
koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, dan
ketinggian bangunan;

diperbolehkan untuk bangunan usaha perdagangan dan jasa perdagangan;
diciptakan kesinambungan jalur bagi pejalan kaki di dalam area bangunan dan di
luar area bangunan dengan mengaitkan pola pedestrian yang ada;

orientasi bangunan di utamakan menghadap akses jalan. sedangkan pada area
ruang terbuka kawasan, orientasi utama bangunan adalah pada space berupa
ruang terbuka hijau dan sungai,

mengelompokkan fungsi-fungsi yang saling berhubungan pada zona-zona yang
saling terkoneksikan melalui sistem sirkulasi yang efektif; dan

peruntukan ruang bagi ruang terbuka hijau diperbolehkan dalam bentuk sistem
ruang terbuka umum, sistem ruang terbuka pribadi, sistem ruang terbuka privat
yang dapat diakses oleh umum, sistem pepohonan dan tata hijau dan bentang
alam.

(12) Peraturan zonasi untuk ruang sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf k disusun dengan ketentuan:
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a. diperbolehkan pada kawasan pariwisata, perdagangan dan jasa sesuai lokasi yang
telah ditetapkan;

b. dibatasi pada jalan kolektor primer; dan

c. penetapan amplop bangunan. amplop bangunan yang ditetapkan, antara lain,
meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai
bangunan, koefisien dasar hijau, dan ketinggian bangunan.

Pasal 59

Peraturan zonasi pada kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (2) huruf h disusun dengan ketentuan:

kawasan penunjang ekonomi harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai
sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;

pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi harus diupayakan untuk
mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan
bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing;

pada kawasan strategis secara ekonomi ini harus dialokasikan ruang atau zona secara
khusus dan harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran
ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap
dipertahankan;

perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini
boleh dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka ; dan
dalam pengaturan kawasan strategis ekonomi ini zona yang dinilai penting tidak boleh
dilakukan perubahan fungsi dasamya.

Pasal 60

Peraturan zonasi pada kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (2) huruf i disusun dengan ketentuan:

pada radius fertentu harus dilindungi dar perubahan fungsi yang tidak mendukung
keberadaan candi atau dari kegiatan yang intensitasnya tinggi sehingga mengganggu
estetika dan fungsi monumental candi;

bila sekitar kawasan ini sudah terdapat bangunan, harus dibatasi pengembangannya;
untuk kepentingan pariwisata boleh ditambahkan fungsi penunjang tanpa menghilangkan
identitas dan karakter kawasan,

pada zona ini tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau
perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya;
penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang
bertentangan, misalnya perdagangan dan jasa yang tidak terkait candi dan pariwisata;
dan
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f. pada sekitar zona ini bangunan tidak boleh melebihi ketinggian duapertiga dari candi
yang ada.

Pasal 61

Peraturan zonasi pada kawasan strategis kepentingan lingkungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (2) huruf j disusun dengan ketentuan:

a. pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan
harus dilakukan pengembalian ke rona awal;

b. untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus
melakukan percepatan rehabilitasi lahan; dan

c. pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan tanahnya untuk
peresapan air maka boleh dan disarankan untuk pembuatan sumur-sumur resapan.

Bagian Kedua
Ketentuan Perizinan

Pasal 62

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, mewajibkan
setiap orang yang akan melakukan kegiatan untuk pemanfaatan ruang mendapatkan izin
terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Kegiatan pemanfaatan ruang yang wajib mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :

a. rekomendasi pemanfaatan ruang;
b. izin lokasi; dan
c. izin mendirikan bangunan.

(3) Kepala Daerah dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berdasarkan rencana struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan
Pasal 23.

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan/
atau Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang

(5) 1zin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
wilayah dibatalkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) 1zin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui
prosedur yang benar, batal demi hukum.

(7) lzin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian
terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
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(8) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

(9) lzin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata
ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan
memberikan ganti kerugian yang layak.

(10) Setiap pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang
dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

(11) Ketentuan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 63
(1) Ketentuan Iinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf ¢ merupakan

perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang didorong
pengembangannya.

(2) Pemberian insentif diberlakukan dengan cara:

a. pengurangan retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang,
dan urun saham;

b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;

c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau

d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah.

(3) Ketentuan insentif yang diberikan kepada pemerintah desa dalam lingkup wilayah
kabupaten meliputi subsidi silang dan penyediaan sarana dan prasarana.

(4) Ketentuan insentif yang diberikan kepada pemerintah daerah di sekitar wilayah
kabupaten karena dapat mendorong terwujudnya struktur dan pola ruang wilayah
kabupaten meliputi pemberian kompensasi, publisitas dan atau promosi daerah.

(5) Ketentuan insentif diberikan kepada masyarakat umum meliputi:

a. pengurangan retribusi

imbalan;

sewa ruang dan urun saham;

penyedia prasarana dan sarana,
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penghargaan; dan atau
f. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.

(6) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf ¢ merupakan
perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang
tidak sejalan dengan rencana tata ruang witayah kabupaten.
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(7) Pemberian disinsentif berupa retribusi yang tinggi, pembatasan perizinan, tidak diberikan
dukungan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

(8) Ketentuan detail tentang pemberian insentif dan pengenaan disinsentif akan diatur lebih
lanjut dalam peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Arahan Sanksi

Pasal 64

(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d merupakan
tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;

(2) Peraturan dalam pemberian sanksi meliputi:

a. terhadap aparatur pemerintah yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi
administratif sesuai ketentuan perundang-undangan;

b. mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif dilakukan
sesuai ketentuan perundang-undangan; dan

c. penertiban dengan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang di kawasan
perkotaan/perdesaan yang direncanakan dapat terwujud, dengan memberikan sanksi
administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.

(3) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pihak yang
melakukan penyimpangan dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi perdata
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

penghentian sementara kegiatan;

penghentian sementara pelayanan umum;

penutupan lokasi;

pencabutan izin;

pembatalan izin,

pembongkaran bangunan;
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pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

(5) Ketentuan lebih fanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif,
akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah.



47

BAB Vill
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 65

(1) Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang;

mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;

menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari
penataan ruang; dan

. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

~~  (2) Dalam kegiatan pemanfatan ruang wilayah, masyarakat berhak mengakses informasi dan

dokumentasi Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 66

(1) Dalam kegiatan pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a.
b.

mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang
berwenang;

¢. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah dan aturan-

aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 67

(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan

melibatkan peran masyarakat, melalui kegiatan dalam bentuk;

a.
b.

C.

partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
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(2) Peran masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan tata ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:

a.
b.

e.

il

pemberian masukan untuk menentukan arah pengembangan yang akan dicapai;
pengindetifikasian berbagai potensi dan masalah pembangun termasuk bantuan untuk
memperjelas hak atas ruang wilayah, termasuk perencanaan tata ruang kawasan;
pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang;

. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi

pelaksanaan pemanfaatan ruang;
pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
kerja sama dalam penelitian dan pengembangan; dan/atau bantuan tenaga ahli.

(3) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dapat berbentuk:

g.

pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau
kebiasaan yang berlaku;

bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan
ruang;

penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang;
konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk
tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;

perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan
ruang; dan/atau

kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan
kawasan.

(4) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada
i ayat (1) huruf ¢ dapat berbentuk:

pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan, termasuk pemberian
informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan
bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan
ruang.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 68

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama
antar sektor/ antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah (BKPRD) bersifat ad-hoc.
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(2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 69
(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan instansi pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan
tersebut lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di
bidang penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang penataan ruang ,

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan
dengan tindak pidana di bidang penataan ruang ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan
dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang penataan ruang ;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi ;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang penataan ruang yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
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(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan
tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan
koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil
penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik
Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses
penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 70
Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah
ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB Xl
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71
RTRW berfungsi sebagai pedoman pembangunan dan menjadi rujukan bagi penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah.

Pasal 72
RTRW digunakan sebagai pedoman bagi :
a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah;
b. terwujudnya keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah
serta keserasian antar sektor,
c. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat; dan
d. pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan.

Pasal 73
(1) RTRW kabupaten ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
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(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala
besar danfatau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi
perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang
kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB XII\
KETENTUAN PERALIHAN

: Pasal 74
(1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, semua peraturan yang berkaitan dengan
penataan ruang yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan
Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin, ditentukan sebagai berikut:
1) yang bertentangan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan
ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, difasilitasi untuk
mendapatkan izin yang diperlukan.
(3) Penyusunan rencana tata ruang berikutnya, meliputi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
pada 7 (tujuh) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75
Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5

Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2003 — 2010
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 76
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 - 11 - 2011

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO
Diundangkan di Kediri
pada tanggal 25 - 11 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRY,
ttd

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRET AERAH

-

SUPOYO



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEDIR!
TAHUN 2010-2030

UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri yang selanjutnya disingkat RTRW
Kabupaten Kediri, adalah rencana yang berisi tentang tujuan, kebijakan dan strategi
penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan
strategis, arahan pemanfaatan ruang; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang
secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Kediri.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Kediri sebagai basis pertanian
didukung pariwisata, perdagangan, dan perindustrian yang berdaya saing dan
berkelanjutan, konsistensi pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian
program-program pembangunan daerah dalam jangka panjang sesuai dengan tujuan
yang telah ditetapkan.

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri adalah merupakan wadah
mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan, oleh sebab itu bilamana sudah
ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah
maupun masyarakat.

Untuk itu sebelum penetapan hukum diberikan rencana tersebut harus sudah disetujui
melalui konsesus umum antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah
Kabupaten dan masyarakat kabupaten yang bersangkutan tentang bentuk, arahan,
strategi dan alokasi pemanfaatan ruang serta Pengendalian dan Pengawasan

pemanfaatan ruang.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas



Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kediri merupakan arah tindakan
yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah
Kabupaten Kediri

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah
Kabupaten Kediri;

e sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah
Kabupaten Kediri;

» memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW
Kabupaten Kediri; dan

o sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah Kabupaten Kediri.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan
penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

o sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola
ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten Kediri;

¢ memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW
Kabupaten Kediri;

e sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah Kabupaten Kediri.

Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas



Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas



Ayat (2)

1) garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan sebagai berikut:

2)

3)

4)

5)

Ayat (3)

6)

a) garis sempadan sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan
ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter disebelah luar
sepanjang kaki tanggul.

b) garis sempadan sungai didalam kawasan perkotaan ditetapkan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki
tanggul.

dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperkuat, diperlebar,

dan ditinggikan, yang dapat berakibat bergesernya letak dari
sempadan sungai.

kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang

diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sub butir (2) harus
dibebaskan.

penetapan garis sempadan sungai besar tak bertanggul diluar

kawasan perkotaan ditetapkan sekurang — kurangnya 50 (lima

puluh) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan

penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan

perkotaan didasarkan kriteria :

a) sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga)
meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan,

b) sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter
sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan
ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung
dari tepi sungai pada waktu ditetapkan,

¢) sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh)
sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter
dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan
jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan
konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian
dan keamanan sungai dan bangunan sungai menjadi, dalam
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sub butir (5) tidak
terpenuhi maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada
sungai dan bangunan sungai menjadi tanggung jawab pengelolaan
jalan.

Cukup jelas



Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas



Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Indikasi program adalah program-program pembangunan yang
dibutuhkan untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang
seperti yang terjabarkan dalam rencana tata ruang.
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Hurufd
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f

Pemuliaan plasma nutfah adalah kegitan mempertahankan
massa organisme baik flora dan fauna yang masih membawa
sifat-sifat genetik asli.

Hurufg
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas



Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Hurufb
Cukup jelas
Huruf ¢
Tegakan adalah Pohon atau kayu baik yang produktif maupun
tidak produktif untuk menjamin suksesi alami agar terpeliharanya
proses ekologi dan ekosistem
Huruf d
Cukup jelas



Huruf e
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Ayat (1)
Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang
menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas



Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
- . Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
— Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 94
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LAMPIRAN lll : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : 14 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 - 11- 2011
KEBUTUHAN PENGEMBANGAN FASILITAS PERKOTAAN DI KABUPATEN KEDIRI
Kichnatan Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan b
No SSWP Pendukung Rekreasi - Idus BT dan
Perdagangan Jasa Pendidikan Kesehatan Peribadatan Perkantoran Olahraga & Potens! Lain
Wisata
1 | SSWP A Grogol (PKLp) Pusat  perdagangan|Perbankan, SMU, SMK, | Puskesmas Rawat| Pusat Perkantoran Stadion danjePysat indus
Grogol skala kecamatan,| penginapan Diploma Inap, Rumah Sakit| peribadatan skala| pemerintah skala|fasilitas olahraga| pengolahan n
{(PKLp) meliputi Pasar,|(motel, hotel), C. kacamatan, kecamatan dan|lainnya pemasaran hasi
Pertokoan, Ruko,| money seperti  Masijid,|swasta (kantor pos pertanian;
Pasar Hewan, Pasar|changer, Gereja, Pure, dan giro) l» Sub terminat agribisnis.
agro. pegadaian, jasa »Pusat sistemn
Pengiriman dan agropolitan dan
jasa umurm pangembangan
- lainnya. kawsasan pardasaan
Tarokan {PPK) Pasar, toko, sentralJasa Sosial -|SMU, SMK Puskesmas Rawat| Pusat Perkantoran  Skala| Stadion, Wisata |sPysat
produksi dan|Ekonomi Skala Inap Peribadatan Kecamatan Sejarah Indusri/Pemasaran
pemasaran hasil| Kecamatan, Skala Kecamatan Pesangrahan Hasil Pertanian
pertanian seperti Jasa / Lokal, seperti| Jendral (Ingustri Ha:’ll
Koperasi Masjid, Musholla, Sudirman, Air Pertanian, Pu
Simpan Pinjam, Gereja, Pure, terjun Pemasaran Pertanian
Pegedaian, Ngleyangan
Penginapan
(Motal,
L Losmen). S =
Banyakan (PPK) [Pasar, Pertokoan,| Jasa sosial,| SMU, SMK Puskesmas rawat| Pusat Perkantoran  skala| Stadion, Pusat
Ruko, Pasar Hewan. |ekonomi skala inap peribadatan skala| kecamatan IndusrilPemasaran
kecamatan kecamatan / Hasil Pertanian|
lokal, saperti {Industri Hasi1
Masijid, Musholla, Pertanian, Pusat]
Gereja, Pure. Pemasaran Pertanian
2 | SSWPB Ngadiluwih (PKLp) |Pusat perdagangan|Perbankan, SMU, SMK, | Puskesmas Rawat| Pusat Perkantoran Stadion dan| Indusri  Gula
Ngadiiuwlh skata kecamatan, | penginapan Diploma Inap Rumah Saki| paribadatan skala| pemarintah gkala| fosilitas olahraga| Pertanian {Industr
{PKLp) meliputi Pasar,[{motel, hotsl), tipe C, kacamatan, kecamatan dan|lainnya,. Hasil Pertanian,
Pertokoan, Ruko money RS Bersalin seperti  Masjid,| swasta (kantor pos
changer, Gereja, Pure. dan giro)
pegadaian, jasa
pengiriman dan|
jasa umum
. ot lainnya. e
Mojo (PPK) Pasar, toko, PasarlJasa Sosial -]{SMLU, SMK Puskesmas Rawat| Pusat Perkantoran  Skala| Stadion, Wisata |« Pusat
agro. Ekonomi Skala Inap Peribadatan Kecamatan Alarn Besuki, Air | IndusriPemasaran
Kecamatan, Skala Kecamatan terjun lronggolo | Hasil Pertanian
saperti Jasa !/ Lokal, seperti (Industni Hasi§
Koperasi Masjid, Musholla, Pertanian
Simpan Pinjam, Gereja.
Pegadaian,
Villa,
Peanginapan -




Kebutuhan Pengembangan Fasllitas Perkotaan

Kescamatan
No SSWP Pendukung Rekreasl| - Industri dan
Perdagangan Jasa Pendidikan Kesehatan Peribadatan Perkantoran Ctahraga & Potens! Lain
Wisata
{Motel,
o Losmen). X 2
Kras ((PPK) Pasar, Pertokoan,|Jasa Sosial -{SMU, SMK Puskesmas Rawat|Pusat Perkantoran  Skala|Stadion Pusat
Ruko, Pasar Hewan. |Ekonomi Skala Inap Peribadatan Kecamatan IndusriPemasaran
Kecamatan, Skala Kecamatan Hasil Pertania
seperti Jasa ! Lokal, seperti {Industri Has
Koperasi Masijid, Musholla, Pertanian)
Simpan Pinjam, Gereja.
Pegadaian,
Penginapan
(Motel,
= < Losmen). e {B o
Kandat (PPK) Pasar, Pertokoan,| Jasa Sosial -|SMU, SMK Puskesmas Rawat|Pusat Perkantoran  Skala|Stadion Pusat
Ruko, Pasar Hewan. |Ekonomi Skala Inap Peribadatan Kecamatan Indusri/Pemasaran
Kecamatan, Skala Kecamatan Hasil Pertanian
seperti Jasa ! Lokal, seperti (Industri Hasi
Koperasi Masjid, Musholla, Pertanian, Industri
Simpan Pinjam, Gereja. pengolahan)
Pegadaian,
Penginapan
{Motael,
= Losmen). |l _
Ringinrejo (PPK) |Pasar, Pertokoan,|Jasa Sosial -{SMU, SMK Puskesmas Rawat|Pusat Perkantoran  Skala| Stadion, Pusat
Ruko, Pasar Hewan. |Ekonoml Skaila Inap Peribadatan Kecamatan indusriPemasaran
Kecamatan, Skala Kecamatan Hasil Pertanian
seperti Jasa { Lokal, seperti {Industri Haﬂ
Koperasi Masjid, Musholla, Pertanian), Industri
Simpan Pinjam, Gereja. kecil-menengah
Pegadaian,
Penginapan
(Motsl,
Losmen).
3 [ SSWPC |Wales (PKLp) Pusat perdagangan| Penginapan  |SMU, SMK, | Puskesmas Rawat|Pusat Perkantoran Pusat  hiburan|e Pusat
Wates skala kecamatanflokal,|(motel, hotel),| Diploma inap, peribadatan Pemerintah dan|dan rekreasi| IndusriPemasaran
(PKLp) seperti Pasar,| jasa skala kecamatan,| swasta skala| skala kecamatan| Hasil Pertanian
Pertokoan, Ruko, dan|pengiriman dan seperti  Masjid,| Kecamatan (kantor| - lokal (Industri Hasi
lain-lain. jasa umum Gereja, Pure. pos dan giro) Peirtanian), Industri
lainnya. kecil
» Pusat sistem
agropolitan dan
pengembangan
o li kawasan perdesaan.
Ngancar (PPk)} Pasar, Pertokoan,| Jasa Sosial -|SMU, SMK Puskesmas Rawat| Pusat Perkantoran  Skala| Stadion, wisata [sPusat
Ruko, Pasar Hewan, |Ekonomi Skala inap Peribadatan Kecamatan alam Gunung Indusri/Pemasaran
Kecamatan, Skala Kecamatan Kelud Hasil Pertanian
seperti  Jasa ! Lokal, seperti (Industri Hasil}
Koperasi Masijid, Musholla, Pertanian, Pusat
Simpan Pinjam, Gereja. Pemasaran Pertanian
Pegadaian,
Penginapan
(Motel, : i
[\ 5\



Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan

Kecamatan
No SSWP Pendukung Rekreasi - Iiausiridan
Perdagangan Jasa Pendidikan Kesehatan Peribadatan Perkantoran Olahraga & Potens! Lain
Wisata
Losmen).
4 | SSWPD |Ngasem (sebagailPusat Perdagangan|Pusat Jasa|Akademi Pusat Kesehatan|Pusat Pusat Perkantoran|Pusat Olahragale Indusri Gudang|
Ngasem Pusat Pelayanan|Skala Kabupaten,| Skala (Sekolah Skala Kabupaten,|Peribadatan Kabupaten, meliputijdan  Kesenian| Garam
{PKWp) Kabupaten/PKWp) | meliputi Pasar| Kabupaten, Kejuruan)  dan|meliputi  Rumah|Kabupaten, Perkantoran Regional, » Industri Kecil dan
Regional, Pasarjmeliputi Bank, | Pendidikan Sakit Umum kelas|meliputl Masjid,| Pemerintah danimeliputi  Sporl] Menangah
Induk/Pasar Khusus,|Hotel, Show| Tinggi. B, Rumah Sakil|/slamic Cenire,| Swasta. Centre, Gedungls Pergudangan Bulog
Mall/Departrmen Strore,|Room,  Pusat Swasta  dengan|Gereja. Pure Pertunjukan -
Pusat  Perbelanjaan |informasi, Jasa Kamampuan Convention
Ruko. Notariat, Money| Perawatan Centre. Rekroasi
Changer. Khusus. Gumul
Gampengrejo Pasar, Pertokoan,| Jasa Sosial -| SMU, SMK Puskesmas Rawat| Pusat Perkantoran  Skala| Stadion, Wisata |s Pusat
(PPK} Ruko,. Ekonomi Skala Inap Peribadatan Kecamatan Air Bendung Indusri/Pemasaran
Kecamatan, Skala Kecamatan Gerak Hasil Pertaniani
separti  Jasa 1 Lokal, seperti (Industri Hasi§
Koperasi Masijid, Musholla, Pertanian,
Simpan Pinjam, Gereja.
Pegadaian,
Penginapan
(Motel,
Losmen).
Gurah {PPL) Pasar, Pertokoan | Jasa Sosial -] SMU, SMK Puskesmas Rawal| Pusat Perkantoran Skala| Stadion, Obyek|s Pusat
Ruko, Pasar Hewan. |Ekonomi Skala Inap Peribadatan Kacamatan Wisata sejarah| IndusriPemasaran
Kecamatan, Skala Kecamatan arca Hasil Pertanian
seperti  Jasa / Lokal, seperti {Industri Hasil{
Koperasi Masjid, Musholla, Pertanian
Simpan Pinjam, Gereja, Pure, sindustri  kecil dan
Pegadaian, menengah.
Penginapan
{Motel,
_ Losmen).
Pagu (PPK) Pasar, Periokoan,|Jasa Sosial -{SMU, SMK Puskesmas Rawal| Pusat Perkantoran  Skala| Stadion, Obyek]e Pusat
Ruko, Pasar Hewan. |Ekonomi Skala Inap Peribadatan Kecamatan Wisata Sejarah| Indusri/Pemasaran
Kecamatan, Skala Kecamatan Petilasan Sr aji| Hasil Pertanian
seperti Jasa ! Loka!, seperti Joyoboyo {Industri Hasil}
Koperasi Masjid, Musholla, Pertanian
Simpan Pinjam, Gereja.
Pegadaian,
Penginapan
{Motal,
Losmen). - s L
Plosoklaten (PPK} | Pasar, Pertokoan,| Jasa Sosial -{SMU, SMK, Pen-| Puskesmas Rawal| Pusat Perkantoran  Skala| Stadion, Obyek]s Pusat
Ruko, Pasar Hewan. |Ekonomi Skala|didikan Tinggi Inap Peribadatan Kecamatan Wisata Sumber| IndusriPemasaran
Kecamatan, Skala Kecamatan Ubalan, Hasil Pertanian
seperti  Jasa / Lokal, seperti o Industri  Pengolahan)
Koperasi Masijid, Musholla, Hasil Pertanian (BISI)
Simpan Pinjam, Gereja, Pure.
Pegadaian,
Penginapan
{Motel,
. Losmen). 3
5 | SSWPE Pare (sebagai| Pusat __Perdagangan|Pusat Jasa| Akatemi Pusat Kesehatan|Pusat Pusat « ‘antoran|Pusat Olahragals Industri  Kecil dan|
\ \




Recanatan Kebutuhan Pengembangan Fasllitas Perkotaan ¥
No SSWP Pendukung Rekreasi - It
Perdagangan Jasa Pendidikan Kesehatan Peribadatan Perkantoran Olahraga & Potensi Lal
Wisata s P
Pare (PKL) |Pusat Skala Kabupaten,| Skala (Sekolah Skala Kabupaten,|Peribadatan Kabupaten, meliputiidan  Kesenian| Menengah
Pengembangan mellputi Pasar| Kabupaten, Kejuruan)  dan|meliputi  Rumah|Kabupaten, Perkantoran Regional, b Pusat siste
Kabupaten/PKL) |Regional, Pasar| meliputi Bank, | Pendidikan Sakit Umum kelas|meliputi  Masjid,| Pemerintah dan|meliputi  Sporf] agropolitan da
Induk/Pasar Khusus,|Hotel,  Show|Tinggi. B, Rumah Sakit|/slamic  Centre,| Swasta. Centre, Gedung| pengembangan
Mell/Deopertrmen Strore,|Room,  Pusat Swasta  dengan|Gereja, Pure. Pertunjukan -| kawasan perdesaan.
Pusat  Perbelanjaan,|Informasi, Jasa Kemampuan Convention
Rukg, Notariat, Monay| Perawatan Centre. Wisata
| — Changer. ——— Khusus. i sejarah Candi |
Puncu (PPK) Pasar, Pertokoan,| Jasa Sosial -{ SMU, SMK Puskesmas Rawat| Pusat Perkantoran  Skala| Stadion, Pusat
Ruko,. Ekonomi Skala Inap Peribadatan Kecamatan IndusriPemasaran
Kecamatan, Skala Kecamatan Hasil Pertanian
seperti Jasa { Lokal, seperti {Industri Hasil}
Koperasi Masijid, MushoHa, Pertanian, Pusal]
Simpan Pinjam, Gereja. Pemasaran Pertanian,
Pegadaian, Industri Industri Kertas,
Penginapan Kapur.
{Motel,
= _ = Losmen). =
Kepung (PPK} Pasar, Pertokoan,| Jasa Sosial -| SMU, SMK Puskesmas Rawat| Pusat Perkantoran  Skala| Stadion, Pusat
Ruko, Pasar Hewan. |Ekonomi Skala Inap Peribadatan Kecamatan Indusri’lPemasaran
Kecamatan, Skala Kecamatan Hasil Pertanian
seperti Jasa / Lokal, seperti (Industri Hasil)
Koperasi Masjid, Musholla, Pertanian,
Simpan Pinjam, Gersja.
Pegadaian,
Penginapan
(Motel,
- Losmen). L
Kandangan (PPK) |Pasar, Pertokoan,| Jasa Sosial -| SMU, SMK Puskesmas Rawat| Pusat Perkantoran  Shkala| Stadion, Pusat
Ruko, Pasar Hewan. |Ekonomi Skala inap Peribadatan Kecamatan IndusriPemasaran
Kecamatan, Skala Kecamatan Hasil Pertanian
seperti  Jasa ! Lokal, seperti {Industri Hasiy
Koperasi Masjid, Musholia, Pertanian,
Simpan Pinjam, Gereja.
Pegadaian,
Penginapan
{Motel,
. e » Losman). = -
Badas (PPK) Pasar, Pertokoan,| Jasa Sosial -| SMU, SMK Puskesmas Rawat| Pusat Perkantoran  Skala| Stadion, Pusat
Ruko, Pasar Hewan. |Ekonomi Skala Inap Peribadatan Kecamatan Indusri/Pemasaran
Kecamatan, Skala Kecamatan Hasil Pertania
seperti Jasa { Lokal, ssperti {Industri HasEi
Koperasi Masjid, Musholia, Pertanian, Kerajina
Simpan Pinjam, Gergja. Mebel, Krupuk,
Pegadaian, Genteng, Batumerah
Penginapan
(Motel,
- = Losmen). s
6 | SSWP F Papar ({PKLp) Pusat  perdagangan|Perbankan, SMU, SMIK,| Puskesmas Rawatl| Pusat Perkantoran Stadion danfe Pusat pariwisal
Papar skala kecamatan, | penginapan Diploma Inap, Rumah Sakit| peribadatan skala| pemerintah skala| fasilitas olahraga| Malang bagian Barat;
(PKLp) meliputi Pasar,|(motel, hotel), C. kecamatan, kecamatan dan|lainnya ls Pusat indusi
Pertokoan, Ruko,| money seperti  Masjid, | swasta " ~~tor pos pengolahan dan
\



Kecamatari Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan
No SSWP Pendukung Rekreasi - Industri dan
Perdagangan Jasa Pendidikan Kesehatan Peribadatan Perkantoran Olahraga & Potensi Lain
Wisata
Pasar Hewan changer, Gereja, Pure. dan giro) pamasaran hasilj
pegadaian, jasal pertanian;
pengiriman dan .
jasa umurn
lainnya.
Kunjang (PPK) Pasar, toko, sentra|Jasa Sosial -]SMU, SMK Puskesmas Rawat|Pusat Perkantoran  Skala|Stadion, e Pusat
produksi dan|Ekonomi Skala Inap Peribadatan Kecamatan Indusri/Pemasaran
pemasaran hasil| Kecamatan, Skala Kecamatan Hasil Pertania
pertanian di Kunjang,|seperti Jasa / Lokal, seperti {Industri Hasi
Pasar agro. Koperasi Masjid, Musholla, Pertanian, Pusaf]
Simpan Pinjam, Gereja. Pemasaran Pertanian
Pegadaian,
Penginapan
{Motel,
| Losmen).
Purwoasn (PPK) |Pasar, toko, sentralJasa Sosial -]SMU, SMK Puskesmas Rawat|Pusat Perkantoran  Skala|Stadion, e Pusat
produksi dan|Ekonomi Skala Inap Peribadatan Kecamatan IndusrifPernasaran
pemasaran hasil| Kecamatan, Skala Kecamatan Hasil Pertania
pertanian di Purwoasri,| seperti Jasa / Lokal, seperti (Industri Hasi
Pasar agro. Koperasi Masjid, Musholla, Pertanian, Pusaf;
Simpan Pinjam, Gereja. Pemasaran Pertanian
Pegadaian,
Penginapan
{Motel,
Losmen). =
Plemahan (PPK) |[Pasar, toko, senirajJasa Sosial -|SMU, SMK Puskesmas Rawat|Pusat Perkantoran  Skala|Stadion, o Pusat
produksi dan|Ekonomi Skala Inap Peribadatan Kecamatan IndusriPemnasaran
pemasaran hasil| Kecamatan, Skala Kecamatan Hasit Pertania
pertanian di Plemehan, |seperti Jasa / Lokal, sepert (industri Hasi
Pasar agro. Koperasi Masjid, Musholla, Pertanian, Pu
Simpan Pinjam, Gereja Pemasaran Pertanian
Pegadaian, .
Penginapan
(Motel,
Losmen).
7 | SSWP G |Semen (PKLp) Pasar, Pertokoan, | Jasa sosial, | SMU, SMK Puskesmas rawal|Pusat Perkantoran  skala|Stadion, Gereja| Pusat
Semen Ruko, Hotel, Resort ekonomi skala inap peribadatan skala|kecamatan Puh Sarang, Air| IndusriPemasaran
{PKLp) kecamatan kecamatan /l Terjun  Podang| Hasil Pertanian
lokal, seperti dan wigata| (Industri Hasa'd
Masijid, Musholla, buatan Pertanian, Pus
Gereja. Pemasaran Pertanian
BUPATI KEDIRI
Salinan sesuzi dengan aslinya -
HARYANTI SUTRISNO




LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 14 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 - 11- 2011

WILAYAH PELAYANAN PRASARANA PENGAIRAN

A. STATUS DAERAH IRIGASI YANG MENJADI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
KABUPATEN

Provinsi/Kabupaten/Kota Utuh Keterangan
No Nama Daerah Irigasi Kabupaten/
Kota (Ha)

1] D.I Ampomangiran lil | 240,0 - S

2| D.I Ampomangiran IV ~ 630,0 -

3| D.I Ampomangiran V 137,0

4| D.I Ampomangiran VI i 450,0 B

5| D.I Ampomangiran VI 123,0

6] D.I Babaan 219,0

7| D.I BADAS | 445,0

8| D.I Bago - 208,0

9| D.l Bakung 363,0 N
10| D.I Bangkok ~307,0 i

11] D.I Baran 53.0
| 12| D.I Bendokrosok 563,0 _
| 13| D.I Bendomongal 933,0

14| D.I Bloran 51,0
| 15| D.I Bogem 93,0

16| D.I Bolowono 286,0

17| D.I Bruni 441,0 ]
18| D.I Bruno ) 953,0

19| D.I Bulupasar - 131,0]

20{ D.I Bungkul 1440 o
21| D.I Catut 103,0 .
22| D.I Cendono 149,0

23| D.| Cerme 186,0

24| D.I Cumolek 58,0 _
| 25| D.I Dawuhan 68,0 |
26| D.| Dempok 1330 i ]
27| D.| Dungus 598,0 )

28| D.| Galuhan 387,0
| 29| D.I Glatik 10,0
| 30| D.I Grogol 365,0 -

31| D.I Guwo 127,0

32| D.I Jabalan 89,0 )
33| D.l Jagung 97,0 N




34| D.| Jalas 60,0

35| D.1 Jantok ~230,0

36| D.I Jarak 52,0 "
37| D.I Jokocluntang 55,0

38| D.1 Jr. Panjang 151,0 N
39| D.1 Kajar 286,0

40| D.| Kajar 58,0

41| D.I Kalasan il 60,0

42| D.| Kandangan _ 1370

43| D.I KANTO PAIT TENGAH - 205,0

44| D.| KANTO SBY ATAS/DAMARWULAN 156,0]

45| D.I Karanganyar - 174,0 ) ]
46| D.I KEDAK 856,0 1
47| D.I Kedak 6820

48| D.| Keling 222,0 |
| 49| D.| KEMPLENG 94,0 .
50| D.] Kempleng 94,0

51| D.I Kendal 509,0

52| D.I KOLAKOSO 358,0

53| D.| Kolokoso 358,0

54| D.| Konto il 474,0

55| D.I Konto Pait Atas 520,0

56| D.I Kopen - 85,0] .
57| D.I Krandang 295,0( 4
58| D.I Krebet 150,0

59| D.I Kresek Atas - 852,0

60| D.I Kresek Bawah 313,0

61| D.I Kromasan B 387,0

62| D.I Kunir 82,0

63| D.I Mantren 60,
64| D.] Munengan 144,0 -

65| D.I Nambaan 128,0

66| D.I Nepen K 72,0

67| D.I Ngasem 57,0

68| D.I Ngelo 76,0 -
69| D.I Ngino 281,0 -
70| D.I Nglumpang ) 189,0 )
71| D.I ORO ORO OMBO - ~1583,0

72|D.| Pakisaj 600 .
73| D.I Pandan - 950

74| D.| Pandansari - 561,0

75| D.I Paron - 152,0 k
76| D.I Petung 702,0 ]




77| D.| PILANG 132,0
78| D.| Popongan 254,0
79| D.I Pucanganom o 62,0
80| D.| Ringinrejo _ 369.0
81| D.I Sambirejo 156,0
82| D.I SBR BENDO B 62,0
83| D.| SBR BRANGGAHAN 1170,0
84| D.I SBR CUMOLEK 62,0
85| D.I SBR GLODOK 117,0
| 86| D.1 SBR JEMEKAN 51,0
87| D.I SBR KALIDOYO 15201 —
88| D.I SBR MEJONO BANGI 65,0
89| D.I SBR NGADIOYO 72,0
90| D.I SBR NGLAJU B 55,0
91| D.I SBR PAKU 53,0
| 92| D.I SBR PAWON 105,0
93| D.I SBR PULE - 103,0
94| D.I SBR PULOSARI 483,0
95| D.| SBR SAMBONG 69,0
96| D.I SBR SENDANG 125,0 B
97| D.I Sbr. Agung 69,0
98| D.I Sbr. Agung | - 168,0
99| D.I Sbr. Ampomangiran 59,0 i
100/ D. Sbr. Badut 68,0
101]| D.| Sbr. Bagendo 141,0
| 102{ D.! Sbr. Baye 64,0
| 103| D.I Sbr. Bedok 56,0
104 D.I Sbr. Besuk 61,0
105| D.I Sbr. Blimbing B 52,0 1
' 106| D.I Sbr. Boto 51,0
107| D.l Sbr. Bringin 432,0
108| D.I Sbr. Bringin 178,0
| 109| D.I SBR. BRINGIN 432,0
| 110 Sbr. Buntung 140,0
111| D1 Sbr. Centong 147,0 B
112| D.I Sbr. Dasun 75,0
113| D.I Sbr. Dliopo 201,0
114| D.I Sbr. Gadungan 51,0
| 115| D.I Sbr. Gambi 940
| 116[D.I Sbr. Genuk 110,0 N
117{ D.I Sbr. Golek 178,0
118| D.1 Sbr. Gundi B 53,0
| 119] D.1 Sbr. Jeruk 51,0 K




120| D.I Sbr. Jeti 71,0
121| D.I Sbr. Kalirong 152,0
122| D.I Sbr. Kaliuni 111,0
123| D.| Sbr. Kalong 67,0
124|D.| Sbr. Kapulor 95,0 B o
125| D.I Sbr. Karangtalun 367,01
126| D.I Sbr. Kayunan 53,0 ]
127| D.| SBR. KETANGI 287,0
128| D.1 Sbr. Klanderan 287,0
129| D.| Sbr. Kunden B 146,0
| 130| D.I Sbr. Ledong 146,00
131| D.I Sbr. Munengan - 65,0
132| D.I Sbr. Nepen 2780
133| D.I Sbr. Nglaju 278,0 ]
134| D.I Sbr. Ngletih 81,0
135| D.I Sbr. Ngujem 55,0
136| D.I Sbr. Pancur 53,0
137| D.I Sbr. Pendem 112,0
| 138| D.I Sbr. Rampaigading 102,0
139| D.| Sbr. Rau 483,0
| 140| D.I Sbr. Rayut 97,0
141| D.| Sbr. Recoputri 98,0
142| D.I Sbr. Sedaket 74,0
143| D.| Sbr. Sedang 103,0 o
144| D.| Sbr. Sedayu 475,0
145| D.I Sbr. Sembung 69,0
146| D.I Sbr. Sendang 125,0] i
147| D.I Sbr. Slumbung 169,0
148| D.| Sbr. Songo 220,0
149| D.I Sbr. Sumantoro 59,0
150| D.I Sbr. Sumurup 4130,
151| D.I Sbr. Talibroto 99,0
162| D.I Sbr. Tapan 74.0
153| D.I Sbr. Towo 66,0
154| D.I Sbr. Towo 54,0
155| D.I Sbr. Truneng 62,0
 156| D.I Sbr. Tungge 54,0
| 157| D.| Segaran 78300
158| D.I Selodono 741,0
159| D.| Selosari 63,01
160{ D.I Sembung 194,0
161| D.I Sempu 93,0
162| D.I Sidomulyo 96.0




Sidowuh

394,0

| 163) D.| -
164| D.| Sobo 104,0 p—
165| D.I Sukomoro i 148,0
166| D.I Sumberejo | 97,0
167| D.I Sumberejo HI 55,0
168| D.l Surat - - 207,0 .
| 169| D.I Suwaluh 51,0
170|D.l Tawang 299,0
171| D.| Tawangsari 1740 el
~172| D.I Tg. Rejo 117,0 -
173| D.I Toyoaning 231,0
174| D.I Wonocatur i 89,0
175| D.I Wonosari 149,0
176| D.I Ampomangiran | 31,0
177| D.I Ampomangiran Il 27,0
| 178] D.I Balongmanyar o 20,0 ]
179| D.| Bangkok 38,0
180| D.I Bapang 43,0
181| D.| Besuk 40,0
182|D.1 Botoputth | 12,0
183| D.I Brenggolo 50,0
184| D.I Cangkring 46,0
185| D.I Cukir 11,0
_186|DA Darungan! | = 320 ]
187| D.I Darungan Il 17.0
188| D.I Darungan Il 30,0 |
189| D.| Gendog - 30,0
190| D.I Jambean B 17,0
191| D.I Jegles o 15,0
192| D.| Kalasan | - 11,0
193| D.I Kalasanll 14,0 B
194| D.| Kali Bangi 26,0
195| D.| Kalina | ) 3,0 B
196| D.I Kalinall B 4,0
~197] D.I Kalina lll 4,0 ]
198| D.I Kalipang | 14,0
199| D.I Kalipang I B 1,0 i
| 200| D.1 Kalipang Ii - 6,0 |
| 201] D.I Kalipang IV 23,0 -
202| D.I Karanganyar/pb 50
203| D.I Kayungan | 240
| 204| D.I Kayungan Il 41,0
205| D.I Kiitih 30,0




206| D.I Kiitih 30,0
207| D.| Kowang 240 ]
208| D.I Krecek ) 43,0
209| D.I Lemung/sepudak 50| _
| 210| D.I Mipitan | 16,0
211| D.I Mipitan |l 150
- 212|D.I Ngemplak 33,0
213| D.I Ngincengan | 3,0
214| D.I Ngincengan I B 40
215| D.I Ngincengan lli 2,0
216| D.I Ngincengan IV 3,0
217| D.I Panjer 36,0
218| D.I Parerejo | 40,0 ]
219| D.I Parerejo Il - 4,0
| 220 D.1 Parerejo |l 70
221| D.l Plosol 11,0
222|D.l Ploso Il 26,0
223| D.I Ploso il 23,0
224| D.| Pucung ) 13,0
225| D.| Sagi 47,0 D
226| D.I Sbr. Adan-adan 28,0
227| D.I Sbr. Agung - 29,0
| 228[D.I Sbr. Agung 23,0
229| D.I Sbr. Agung 320
230| D.I Sbr. Agung 20,0
231| D.I Sbr. Agung li 90 B
 232| D.I Sbr. Badut 20,0
233| DI Sbr.Badut B 35,0( |
234| D.| Sbr. Banaran 35,0 o
| 235/ D.| Sbr. Bapang _ . 23,0
236| D.I Sbr. Baye 44,0
237| D.I Sbr. Beji 6,0
238| D.| Sbr. Belung | 40,0
239| D.I Sbr. Belung II 20,0
240| D.I Sbr. Bendo 39,0
241| D.I Sbr. Bendo 33,0
242| D.I Sbr. Bendo 41,0
243| DI Sbr.Bendo 32,0
244| D.1 Sbr. Beru 3,0
245| D.I Sbr. Blimbing 49,0
246| D.1 Sbr. Blorong . 1o
247| D.| Sbr. Branggahan | - 6,0
248| D.I Sbr. Branggahan | 40 )




249

D.I Sbr. Branggahan Il

24,0

250| D.| Sbr. Bulurejo B 12,0
251| D.I Sbr. Buntung 22,0
252| D.| Sbr. Buntung 28,0 i
| 253| D.I Sbr. Buntung 27,0
254| D.I Sbr. Buntung 16,0 b
255| D.I Sbr. Canggu - 31,0
256| D.I Sbr. Cangkring 16,0
257| D.1 Sbr. Cangkring 13,0 B
258| D.| Sbr. Celeng 31,0
259| D.| Sbr. Cempoko B 1.0
| 260| D.I Sbr. Cluntang - 10,0
261| D.1 Sbr. Curah 16,0
262| D.| Sbr. Dadap 21,0 -
263| D.| Sbr. Deyeng 26,0
264| D.I Sbr. Donganti 16,0
265| D.I Sbr. Emprak | 8,0
266| D.I Sbr. Gading 32,0
267| D.I Sbr. Gadungan 46,0
268| D.| Sbr. Gayam B 34,0
| 269] D.I Sbr. Gentong 150
270{ D.I Sbr. Getuk 21,0 -
271| D.I Sbr. Getuk - 9,0
272| D.I Sbr. Gintungan 19,0
273| D.| Sbr. Glodok 43,0
'274| D.1 Sbr. Golek 11,0
275|D.| Sbr.Gondang = 1,0
276| D.| Sbr. Gundi A B - 29,0] -
277| Dl Sbr. Ingin 21,0
278| D.| Sbr. Jagul 12,0
279| D.I Sbr. Jagul 50
280| D.I Sbr. Jambangan 44,0
281| D.I Sbr. Jatislorok 370
282| D.I Sbr. Jeli - 37,0
 283|DA Sbr.deli 5,0
| 284|D.| Sbr. Jemekan 36.0
285| D.I Sbr. Jlundang 5,0
286| D.I Sbr. Kajar 21,0
287| D.l Sbr. Kajar B 10,0
288| D.I Sbr. Kaliboto o 70
289| D.I Sbr. Kaliboto B 21,0
| 290 D.I Sbr. Kalidoyo o 7,0
291| D.! Sbr. Kalong 80| e




8,0

292| D.I Sbr. Kapu Kidul
| 293| D.I Sbr. Kayunan 18,0
| 294| D.I Sbr. Kedungmerang ) 48,0
295| D.| Sbr. Kedungmerang 18,0 ]
296| D.I Sbr. Kedungtalang o 1,0
297| D.I Sbr. Kedungtalang B 46,0
298| D.I Sbr. Kemuning 48,0
299| D.I Sbr. Kemuning B 1,0
300| D.I Sbr. Kentung | 140
301| D.I Sbr. Kentung Il _240|
302| D.I Sbr. Kentungan 19,0 - i
303| D.I Sbr. Klabang 33,0 L
| 304| D.I Sbr. Kiabang 48,0
305| D.I Sbr. Klanderan - 31,0 i
306| D.I Sbr. Klaten 22,0 B
| 307| D.I Sbr. Klaten 33,0
308| D.I Sbr. Klumprit 1,0 i
309| D.I Sbr. Klumprit 31,0
310/ D.I Sbr. Kolak 22,0 ]
311| D.1 Sbr. Kowaluhan 250
~312| D.| Sbr. Kroncong 6,0
313| D.I Sbr. Kroncong i 1,0
314/ D.| Sbr. Kuwaluhan — 6,0
315| D.| Sbr. Ledong 19 i
316/ D.I Sbr. Lemahamblek 45,0
| 317/ DI Sbr. Lemahambiek 250
318| D.| Sbr. Lotes 8,0
319| D.I Sbr. Lotes 1,0
320| D.I Sbr. Lumendrik 25,0 i
321) D.l Sbr. Lumendrik 450,
322| D.I Sbr. Mejono Bangi 1,0 -
323| D.I Sbr. Mundu 25,0
324| D.I Sbr. Ngadiloyo 500
325| D.I Sbr. Ngletih 1,0
326| D.I Sbr. Nongko i 31,0
| 327] D.I Sbr. Nongko 0
 328| D.I Sbr. Pakel 1,0 1
329| D.I Sbr. Pakel 90
330| D.I Sbr. Pakel 3,0 -
331| D.I Sbr. Pakem B 38,0 ]
332| D.| Sbr. Pakem 1,0
333| D.I Sbr. Palem 13,0 —
334| D.I Sbr. Palem 1,0




335| D.I Sbr. Palihan 47,0 -
336| D.I Sbr. Pancur ] 33,0 .
337| D.I Sbr. Pandean B 16,0
{ 338|D. Sbr. Pandean ) 1,0
339| D.I Sbr. Parang i i 1,0] I
340| D.I Sbr. Parang 33,0
341|DJ Sbr.Patihan 16,0
342| D.I Sbr. Pawon 1,0
343| D.I Sbr. Pelem - 47,0
344| D.I Sbr. Pendem 9,0
345| D.I Sbr. Petung 13,0
346| D.I Sbr. Petungsewu D 60 B N
347| D.I Sbr. Petungsewu 90
348| D.I Sbr. Plumpungan 28,0
349| D.| Sbr. Pring - 300 _
350( D.I Sbr. Pring 6,0 _
351| D.l Sbr. Pule 22,0
352| D.1 Sbr. Pulosari 30,0
353| D.I Sbr. Rayul 10,0
354| D.| Sbr. Rayut 470
| 355| D.I Sbr. Reco 47,0
356| D.l Sbr. Recoputri 250 - g
357| D.I Sbr. Rejosari 18,0
358| D.I Sbr. Rejosari 36,0
359| D.I Sbr. Ringin 18,0
360| D.I Sbr. Sambong 16,0
361| D.I Sbr. Sekolak i 2800
362| D.I Sbr. Sekung 7.0
363| D.I Sbr. Seloatep 20
364| D.I Sbr. Semoyo 4,0
365| D.I Sbr. Siluman o - 40
366| D.I Sbr. Sirah 4,0
367| D.I Sbr. Sirahgolo 22,00
 368| D.I Sbr. Soko 16,0
369| D.I Sbr. Soko 3,0
370| D.I Sbr. Soko 26,0
371| D.I Sbr. Soko 22,0
| 372| D.I Sbr. Soko 19,0
373| D.I Sbr. Soko 5,0 o
374| D.| Sbr. Sragi i 8o
375/ D.I Sbr. Sraten 701 ]
376| D.I Sbr. Sumberejo 28,0
377| D.I Sbr. Sumur 6,0




|| 378| D.I Sbr. Supiturang 34,0
379| D.I Sbr. Supiturang 29,0
380| D.I Sbr. Teduh 3 70|
381| D.I Sbr. Tlogowono 26,0
382| D.I Sbr. Trate - 20,0
383| D.I Sbr. Ubalan - 50| i
| 384| D.I Sbr. Ubalan 4,0
385| D.I Sbr. Umbul B 10,0
386| D.I Sbr. Ungkal 36,0 §
387| D.l Sbr. Untung 4920
388| D.I Sbr. Untung 34,0
389| D.I Sbr. Urung-urung - 22,0 i
390| D.I Sbr. Weru - 19,0
391| D.I Sbr. Weru B 17,0
| 392|DJ Sumber 29,0
393| D.I Sumberejo || 39,0 i
394| D.! Sumberingin 1,0 4
395| D.I Tambakrejo 21,0
396| D.I Tanggulangin 30,0
' 397| D.I Tawangrejo 11,0 3
398D Tuus 17,0
399| D.I Wuni i 46,0




B. PRASARANA PENGAIRAN MENURUT DAERAH IRIGAS| DI KABUPATEN KEDIRI

No Sungai Daerah Kecamatan Panjang | Debit Air (0,000 M3/dt)
) Iri yanq dilalui (0,00 km)| Max Min
1|Bakung Bakung Tarokan 11.00 52.292 0.003
2|Kolokoso Kolokoso Tarokan 15.15 50.147 0.007
3|Hardisingat Hardisingat Tarokan, Grogol 21.80 7.340 0.001
4|Bendomongal  |Bendomongal Banyakan 24.85 8.045 0.020
5|Bendokrosok Bendokrosok Banyakan 20.10 23.295 0.008
6|Kedak Kedak Semen, Mojorotn 2240 41.29% 0.020
7|Bruno Bruno Semen, Mojoroto 25.90 34.156 0.016
8|Surat Surat Maojo 15.65 28.495 0.007
9|Bruni Bruni Mojo 18.60 38.488 0.009

10|Pandansari Pandansari Mojo 18.30| 47.736 0.003
11|Catut Catut Mojo, Karangrejo 14.00 1.658 0.003
12|Toyoaning Toyoaning Puncu, Papar 33.65 1.980 0.031
13|Dermo DPermo Pare, Papar 23.50 18,748 0.033
14|Mantren Mantren Pagu 9.00 3.383 0.021
15|Sumberwateas Mantren Gampengrejo 4.00 2.752 0.015
16|Sukorejo Sukorejo Plosoklaten 30.00 1.700 0.059
17|Kalasan Kalasan Plosoklaten, Gampengrejo 25.00 2,722 0.204
18|Kresek Kresek Wates, Kota, Gampengrejo 27.65 3.314 0.003
19|Tawang Tawang Ngancar, Wates, Kota 21.25 1.044 0.007
20|Segaran Segaran Ngancar, Wates, Kandat, Ngadituwih 22.50 2.113 0.086
21|Sempu Sempu Ngancar, Wates, Kandat, Ngadiluwih 24.20 2447 0.035
22|Lanang Lanang Ringinrejo, Ngadiluwih 17.60 15.419 0.032
23|Selodono Selodono Ringinrejo, Ngadiluwih 27.60 1.199 0.051
24|Petung Petung Ringinrejo 23.90 2.322 -
25| Temas Temas Kras 38.00 2.805 -
26|Gedog Gedog Kras 11.50 0.075 -
27|Serinjing Serinjing Kepung, Pare, Pagu, Papar 23.00 71.640 2.760
28|Keling Keling Kepung, Purwoasri, Kunjang 11.00 1.661 0.038
29(Konto I1 Konto 11 Kepung 10.00 2.642 0.196
30|Batan Batan Kepung, Pare, Pagu, Kunjang 20.00 47.641 0.715
31|Pulosari Pulosari Pare 9.00 2.217 0.296
32|Ngino Ngino Plemahan, Purwoasri 5.10 6.428 0.101
33|Ampomangiran |Ampomangiran |Pare, Plemahan 15.90 3.190 0.619
34|Bringin Bringin Pare, Plemahan 8.00 0.769 0.122
35|Ketangi Ketangi Pare 7.00 0.365 0.071
36|Kunden Kunden Pare 3.50 0.287 0.029
37|Centong Centong Pare, Plemahan 13.00 0.305 0.040
38|Bangi Bangi Purwoasri 10.00 0.875 0.004
39|Nepen Nepen Pare 6.00 0.397 0.091
40|Konto Pait Konto Pait Kandangan 1.79 17.250 0.045
41|Sembung Sembung Kandangan 6.00 4.150 0.058
42 |Mejonobangi Mejonobangi Pare, Plemahan, Purwoasri 4.00 0.455 0.019
43|Kajar Kajar Kras 14.00 0.255 0.001
44|Sedayu Sedayu Kepung 15.00 2.654 0.097
45|Bening Bening Pare 13.70 2.750 0.041
46|Kuwang *) Lemurung Kandangan 5.00 2.050 0.010]
47|Konto Surabaya |Konto Surabaya |Kandangan 5.00| 15.250 0.285
48|Konto Kediri *) |Konto II, Siman |Kepung 25.00 = -
49| Affoer Besuk Affver Besuk Kunjang, Purwoasri 7.50 - -
Sumber: Kabupaten Kediri Dalam Angka, 2009
Ket.: *¥) : BPSDA Kediri
Affoer Besuk = Pengairan Jombang
BUPATI KEDIRI
ttd
Salinan seauai dengan aslinya
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LAMPIRAN Y : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 14 TAHUN 2011
TANGGAL : 256 - 11- 2011

PETA JALUR EVAKUASI BENCANA ALAM KABUPATEN KEDIRI

Pl 191ATHE R TR AIrArTE iy

ES

Al
'-‘1\ =

A= :'Ji

TaEE

"

-

ﬁw_ﬂm [

PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEDIRI TAHUN2010-2030

PETA
JALUR EVAKUASI BENCANA ALAM
KABUPATEN KEDIRI

BUPATI KEDIRI
Sallnan sesual dengan aslinya
An. BU ttd

T 7w . HARYANTI SUTRISNO
supovo g (




LAMPIRAN Vi :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 14 TAHUN 2011
TANGGAL : 26 - 11- 2011
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LAMPIRAN VII  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIR)
NOMOR : 14 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 - 11- 2011

LUASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN KEDIRI

No.| KECAMATAN/DESA | KLASIFIKASI | LUAS (Ha) | PENDUDUK
1 |KEC. MOJO -
1 MO0 Kota 3125 2.275
2 |MLATI Kota 109,3 1.850
3 |SUKOANYAR Kota 3357| 4099
4 _|SURAT Kota 361,3 3.038
JUMLAH 1.118,8 11.262
5 [NGADI Desa 351,0 3.916 |
6 |KRATON Desa 523,0 3.778
7 |KRANDING Desa 292,0 3.345
8 |JUGO Desa 992,0 3.345
9 |KEDAWUNG Desa 1.107,0 5.698
10 [PETOK Desa 176,0 2.885
11 |BLIMBING Desa 476,0 2.805
12 [PLOSO Desa 253,0 2.770
13 |MAESAN Desa 354,0 2.740
| 14 [PAMONGAN Desa 607,8 2675
15 |NGETREP Desa 1.083,0 2.669
[ 16 [TAMBIBENDO Desa 323,0 3.970
17 |PETUNGROTO Desa 619,0 ~2.100
18 [MONDO Desa 247,8 2.083
19 |KENITEN Desa ~ 868,1| 5433
20 |PONGGOK Desa 0 1.747
JUMLAH ﬂ%’i 51.959
2 |KEC. SEMEN o
1 |SIDOMULYO Kota 303,5 6.038
2 [BULU Kota 198,9 5.130
3 |BOBANG Kota 195,0 3.060
4 _|SEMEN Kota 163,5 3.971
JUMLAH 860,9 18.199
5 |SELOPANGGUNG Desa 620,0 3.361
6 |PUHRUBUH Desa 367,0 3.340
7 |PUHSARANG Desa 262,5 3.250
8 [JOHO Desa 351,22 3.211
9 |KEDAK Desa 244,5 3.176
10 [PAGUNG Desa 788,0 4.461
11 |KANYORAN Desa 726,0 2.965
12 |TITIK Desa 97,1 1,903 |
JUMLAH 3.456,3 25.667




LANJUTAN LUASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN KEDIRI

No.| KECAMATAN/DESA | KLASIFIKASI | LUAS (Ha) | PENDUDUK
3 |KEC. NGADILUWIH s S
| 1 |PURWOKERTO Kota 312,0 6355
2 [NGADILUWIH Kota 3020 | 5.567
3 |BRANGGAHAN Kota 3850 | 5.349
4 |REMBANG B Kota 256,0 _ 4.987
5 |REMBANGKEPUH Kota 258,0 3.540
JUMLAH 1.513,0 25.798
6 |TALES Desa 420  9.019|
| 7 |DUKUH Desa 4860 = 7.569
8 |BANJAREJO Desa . 3000| = 4143
9 |WONOREJO Desa 158,0 3.298
10 |[MANGUNREIO Desa 2210 3.257
11 |SEKETI Desa 174,0 3.212
12 |BANGGLE Desa 169,0 3.196
13 [BEDUG Desa 247,0 3.179
14 [SLUMBUNG Desa 158,0 2.390
15 |BADAL Desa 180,0 2.152
16 |BADALPANDEAN Desa 137,0 2.097 |
JUMLAH 2.672,0 43.512
| 4 |KEC. KRAS e o
1 [BANJARANYAR | Kota | = 3741 ~ 4.808
2 |KRAS Kota 245,2 4,281
3 |PURWODADI Kota 254,4 4171
4 |[NYAWANGAN Kota 173,0 2.878
JUMLAH 1.046,7 16.138
5 |JABANG Desa 327,2 3.941
6 [JAMBEAN Desa 241,0 3.851
7 |BENDOSARI Desa 289,2 3.787
8 |KARANGTALUN Desa 347,0 3.491
9 |MOJOSARI Desa 296,0 3.327
10 [BUTUH Desa 250,2 3.274
11 |PELAS Desa 288,2 3.259
12 |[KANIGORO Desa 3144 3.101
13 [SETONOREJO Desa 245,0 2.903
14 |[KRANDANG Desa 503,2 4147
15 [REJOMULYO Desa 220,0 2.650
16 |BLEBER B Desa 113,0 1.413
JUMLAH 3.434,4 39.144




LANJUTAN LUASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN KEDIRI

No.| KECAMATAN/DESA | KLASIFIKASI | LUAS (Ha) | PENDUDUK
5 |KEC. RINGINREJO
1 |SELODONO Kota 468,7 6.031
2 |SAMBI Kota 223,0 3.907
3 |SRIKATON Kota 243,1 3.428
4 |SUSUHBANGO Kota 222,0 3.103
5 |RINGINREIO | Kota 306,0 4.305
6 |NAMBAAN Kota 212,0 2.375
JUMLAH 1.674,8 23.149
7 [BATUAII Desa 52,0 4221
8 |JEMEKAN | Desa _ 519,3 5.451
9 |DEYENG Desa 558,0 5.247
10 |DAWUNG Desa 494,0 4.306
11 |[PURWODADI Desa 463,0 4.231
JUMLAH 2.566,3 23.456
6 |KEC. KANDAT
1 [TEGALAN i Kota 409,8 3.535
2 |PURWOREJO Kota 316,7 3.327
3 |KANDAT Kota 650,3 5.408
4 |CENDONO Kota 403,0 3.929
5 |RINGINSARI Kota 256,6 3.235
JUMLAH 2.036,4 19.434
6 |PULE Desa 400,0 4.097
7 |KARANGREJIO Desa 519,6 4531
8 |NGRECO Desa 336,7 3.908
9 |BLABAK Desa 4456 5.981
10 |[SUMBERIO Desa 562,2 5.614
11 |SELOSARI Desa 515,4 4119
12 |NGLETIH Desa 384,6 3.072
JUMLAH 3.164,1 31.322 |




LANJUTAN LUASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN KEDIRI

No.| KECAMATAN/DESA KLASIFIKASI | LUAS (Ha) PENDUDUK
7 |KEC. WATES
1 |TAWANG Kota 499,9 9.736
2 |WONOREIO Kota 506,0 4.747
3 |JAJAR Kota 192,2 3.150
4 |WATES Kota 171,0 2.959
JUMLAH 1.369,1 20.592
5 |PAGU Desa 538,9 4.961
6 |SIDCMULYO Desa 432,0 4.929
7 |DUWET Desa 788,2 7.078
8 |POJCK Desa 741.0 4.491
9 [JOHO Desa 415,6 4.210
10 [TEMPUREIO Desa 935,0 4.062
11 [JANTI Desa 268,0 3.712
12 |PLAOSAN Desa 311,0 3.517
13 [SUMBERAGUNG Desa 468,7 6.465
14 |GADUNGAN Desa 359,3 3.066
15 |TUNGE Desa 400,0 5.475
16 |SILIR Desa 183,9 2.574
17 |SEGARAN Desa 282,0 1.819
18 |KARANGANYAR Desa 166,0 1.715
JUMLAH 6.289,6 58.074
8 |KEC. NGANCAR
1 |NGANCAR Kota 203,9 3.021
2 [JAGUL Kota 288,0 2.446
3 |PANDANTOYO Kota 597,8 4.344
4 |MARGOURIP Kota 727,3 4.197
5 [MANGGIS Kota 509,5 4.064
JUMLAH 2.326,5 18.072
6 |BABADAN Desa 195,3 3.216
7 |BEDALI Desa 701,8 6.099
8 [SUGIHWARAS Desa 320,2 2.987
9 |SEMPU Desa 149,7 2.525
10 |KUNJANG Desa 580,5 5.029
JUMLAH 1.951,5 19.856




LANJUTAN LUASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN Di KABUPATEN KEDIRI

No. | KECAMATAN/DESA | KLASIFIKASI | LUAS (Ha) | PENDUDUK
9 |KEC. PLOSOKLATEN s
1 |PLOSOLOR Kota 294,7 13.325
2 |PLOSOKIDUL Kota 594,5 2.774
3 _|BRENGGOLO Kota 328,7 5.225
JUMLAH 1.217,9 11.324

4 [PUNJUL Desa 614,0 5.912
5 |SEPAWON ] Desa 160,6 5.883
6 |PRANGGANG Desa 705,0 7703
| 7 |KAWEDUSAN Desa ~3000|  4.719]
8 |TRISULO Desa 878,2 3.694
9 |JARAK Desa 530,1 6.840
10 |[KAYUNAN Desa 234,3 2.978
11 [SUMBERAGUNG Desa 1.110,0 6.066
12 |GONDANG Desa 276,6 2.528
13 |KLANDERAN Desa 1957 2351
14 |PANJER ~ Desa 1034 1.218
15 |DONGANTI Desa 48,2 650
= JUMLAH 5.156,1 50.542

| 10 |KEC. GURAH =
1 |WONOJOYO Kota 388,4 7.121
2 |SUKOREIO Kota 1992 3512
3 |GURAH Kota 82,1 4.647
4 [SUMBERCANGKRING Kota 298,1 3.367
5 |GEMPOLAN Kota 239,9 2.929
6__|KERKEP Kota 72,7 1.388
JUMLAH 1.280,4 22.964

7 [TIRU KIDUL Desa 313,7 4.023
8 |ADAN-ADAN ~ Desa 3883 3.880
9 [TIRU LOR - ~ Desa 562,2 4.544
10 |BESUK Desa 294,2 4.175 |
11 |BOGEM Desa 230,2 3.236
12 |BANGKOK Desa 407,3 5.116
13 |TURUS Desa 132,1 2.669
14 |BANYUANYAR Desa 163,2 2.580
15 |BLIMBING Desa 236, 2.425
| 16 |TAMBAKREJO | Desa 202,8 2,259
17 |GABRU Desa 96,7 1.844
18 |NGASEM Desa 1384 1.778 |
19 |NGLUMBANG Desa 139,0 1.597
20 |GAYAM Desa 447,3 4.153
21 |KRANGGAN Desa 50,0 1.205
JUMLAH 3.801,5|  45.484




LANJUTAN LUASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN KEDIRI

No. | KECAMATAN/DESA | KLASIFIKASI | LUAS (Ha) | PENDUDUK
11 |KEC. PUNCU i} i ¥
1 |PUNCU Kota 1.171,0 7.475
2 |ASMOROBANGUN Kota 734,1 7.086
JUMLAH 1.905,1 14.561
3 |GADUNGAN ~ Desa 829,9 14.663
4 |MANGGIS Desa 3931 5.984
5 |WONOREIO Desa 4050|  sa81
6 |SIDOMULYO Desa 339,1 _4.502
7 |SATAK ~ Desa 1.319,0 3.121
8 |WATUGEDE Desa 353,0 2.697
JUMLAH 3.639,1 36.148
12 |KEC. KEPUNG

1 |KEPUNG Kota 1.312,3 13.586
2 |KRENCENG Kota 590,8 8.623
3 [SIMAN Kota 517,6 6.617
JUMLAH 2.420,7 28.826
4 |KAMPUNGBARU Desa 789,2 7.916
5 |BESOWO Desa 606,2 6.806
6 |DAMARWULAN Desa 618,9 8.541
[ 7 |KELING Desa 620,4 6.048
8 |KENCONG ~ Desa 397,4 6.015
9 |BRUMBUNG Desa 464,4 5.055
10 |KEBONREJO Desa 446,1 3.714
JUMLAH 3.942,6 44,005

13 |KEC. KANDANGAN
1 |KANDANGAN Kota 458,9 10.315
KLAMPISAN Kota 438,9 6.148
JUMLAH 897,8 16.463
3 |KARANGTENGAH Desa 7879 5.541
4 |MLANCU Desa 819,7 4.931
5 |BANARAN Desa 226,9 3.512
6 |MEDOWO Desa 473,0 3.112
7 |KASREMAN Desa 219,7 2.673
8 |JERUKGULUNG Desa 230,0 2.144
9 |JERUKWANGI Desa 136,3 2.141
10 |KEMIRI Desa 190,8 1.680
11 |BUKUR Desa 1133 1.020
12 [JLUMBANG Desa 72,0 342
JUMLAH 3.269,6 27.096




LANJUTAN LUASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN KEDIRI

No. | KECAMATAN/DESA | KLASIFIKASI | LUAS (Ha) | PENDUDUK
14 |KEC. PARE ]
1 |KEL. PARE Kota 225,3 120.038
2 |TULUNGREIO ~ Kota 591,7  14.251 |
3 |GEDANGSEWU Kota 834,7 11.530
4 |TERTEK Kota 3944 9.651
5 |PELEM Kota 426,2 1 6.908
6 [SAMBIREIO Kota 491,3 5.379
7 |BENDO ~ Kota 289,3 4674 |
8 |DARUNGAN Kota 401 4 4.378
9 |SUMBERBENDO Kota 411,8 3.765
10 |SIDOREIO Kota 651,0 4.230
JUMLAH 4.717,1 84.804
15 |KEC. BADAS
1 |CANGGU Kota 560,0 9.215
2 |[TUNGLUR Kota 511,7 7.290
3 [BADAS Kota 654,9 6.332
4 |SEKOTO Kota 419,5 5.486
5 [BRINGIN Kota 286,6 4.586
6 |LAMONG Kota 171,6 3.534 |
JUMLAH 2.604,3 36.443
7 |KRECEK Desa 781,6 8.805
8 [BLARU Desa 541,2 6.142
JUMLAH 1.322,8 14.947 |
16 |KEC. KUNJANG
1 |KAPI Kota 411,7 3.052
2 |KUNJANG Kota 213,1 3.756
3 |KLEPEK Kota 182,9 2.255
4 |KAPAS Kota 203,3 2.138
JUMLAH 1.011,0 11.201
5 [JUWET Desa 240,3 3.153
6 |TENGGERLOR Desa 264,2 3.192
7 |PAKIS Desa 158,0 2.637
8 |PARELOR Desa 161,4 2.488
9 |Kuwik Desa 340,9 4,092
10 |DUNGUS Desa 411,0 3.576
11 |BALONGIERUK Desa 251,9 2.102
12 |WONOREJO Desa 1220 1.290 |
JUMLAH 1.949,7 22.530




A=

LANJUTAN LUASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN Di KABUPATEN KEDIRI

No. | KECAMATAN/DESA | KLASIFIKASI | LUAS (Ha) | PENDUDUK
17 |KEC. PLEMAHAN

1 |[PLEMAHAN Kota 505,9 4.238
2 |PAYAMAN Kota 223,0 3.438
3 |MEIONO Kota 159,0 2.430
| 4 |KAYEN LOR Kota 1284 = 1929
5 |BOGOKIDUL Kota 90,0 1.567
JUMLAH 1.106,3 13.602
6 |SIDOWAREK Desa ) 543,4 3.619
7 |TEGOWANGI B Desa 374,6  4.498 |
8 |MOJOKEREP Desa 290,1 3.304
9 |LANGENHARIO Desa 189,7 3.051
10 |[WONOKERTO Desa 192,6 ~ 3.026 |
11 |PUHIARAK ~ Desa 490,4 4601
12 [BANJAREIO ~ Desa 255,6 2.235 |
13 |SUKOHARIO ~ Desa o 486,6 4.197
14 |RINGINPITU Desa 2507|  1.737]
15 |MOJOAYU ~ Desa 155,0 1736
16 |NGINO Desa 385,5 4,169
17 |SEBET Desa 224,0 1.524
JUMLAH 3.838,2 37.697

18 |KEC. PURWOASRI
1 |PURWOASRI Kota 1754 3.392
2 |KETAWANG Kota 201,6 2.692
3 |WONOTENGAH Kota 204,1 2.540
4 |MRANGGEN Kota 188,4 2.427
5 |JANTOK Kota 189,2 2.358
6 |PESING Kota 212,2 2.084
7 |PURWODADI Kota 200,4 2.778
—_JUMLAH 1.371,3 18.271
8 |WOROMARTO Desa 193,5 2.693
9 |SUMBERIO Desa 184,9 3.176
10 |KEMPLENG Desa 313,6 3.121
11 |KARANGPAKIS Desa 180,7 3.090
12 |MEKIKIS Desa 191,4 3.046
13 |BULU Desa 204,4 2.327
14 |PANDANSARI Desa 197,4 2.204
15 |KLAMPITAN Desa 202,3 2.201
16 |MUNENG Desa 208,2 3.594
17 |BELOR Desa 175,6 2.019
18 |[MERJIOYO Desa 137,2 1.983
19 |[TuGu Desa 225,8 1.972
20 |DAWUHAN Desa 92,2 1.842
21 |DAYU Desa 91,6 1.483
22 |SIDOMULYO Desa 156,8 1.434
23 |BLAWE Desa 123,8 1.358
JUMLAH 2.879,4 37.543




)

LANJUTAN LUASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN KEDIRI

No. | KECAMATAN/DESA | KLASIFIKASI | LUAS (Ha) | PENDUDUK

19 |KEC. PAPAR ~
[ 1 |PAPAR . Kota 3880 = 6317
2 |NGAMPEL Kota 484,8 5.532
3 |DAWUHAN KIDUL Kota 234,4 2.907
4 |MINGGIRAN Kota 126,0 3.231
5 |MADURETNO Kota 150,0 1.908
6__|SRIKATON Kota 1329 1.384
JUMLAH 1.516,1 21.279
7 [ANTI o Desa | 2497 2.998
8 |PEHWETAN ~ Desa 207,4 3015
9 [TANON Desa 219,5 2.820
10 |PEHKULON Desa 170,2 2.382
11 [PUHJAJAR Desa 109,3 2.096
12 |KEDUNGMALANG Desa 160,0 2.047
13 |KEPUH Desa 286,8 4.043
14 |SUKOMORO Desa T 132,0 1.740
| 15 |PURWOTENGAH |  Desa 377,0 3.145
16 |JAMBANGAN Desa 101,6 1305
17 _|KWARON Desa 68,7 1.030
JUMLAH 2.082,2 26.621

20 |KEC. PAGU it i
1 |PAGU Kota 259,0 4.580
2 |SEMANDING Kota 330,0 3.703
3 |SITIMERTO Kota 56,0 1.370
4 |WATES Kota 50,5 1.056
5 |MENANG Kota 225,0 3.096
6 [TANJUNG Kota 211,6 3.197
JUMLAH 1.132,1 17.002
7 |BULUPASAR Desa 234,2 3.494
8 |TENGGER KIDUL Desa 2409 2.906
9 |KAMBINGAN Desa | 1881 2.102
10 |JAGUNG Desa 1578 1.612
11 [SEMEN Desa 237,3 3.282
12 |WONOSARI Desa 208,6 3.236
13 _[BENDO Desa 91,8 692
JUMLAH 1.358,7 17.324




LANJUTAN LUASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN KEDIRI

No. | KECAMATAN/DESA | KLASIFIKASI | LUAS (Ha) | PENDUDUK
21_|KEC. KAYEN KIDUL
1 |SAMBIROBYONG Kota 2194 2.904 |
2 |KAYEN KIDUL Kota 224,9 2.831
3 |SEMAMBUNG Kota 81,0 972
JUMLAH 5253 6.707 |
4 _|SENDEN Desa 315,5 3.727
5 |MUKUH Desa 376,7 3.691
6 |SUKOHARIO Desa 385,5 3314
7 |NANGGUNGAN Desa 264,6 3.239
8 |PADANGAN Desa 491,8 6.571
9 |BANGSONGAN Desa 373,0 5.499
10 |BAYE Desa 239,0 2.738
11 |SEKARAN Desa 209,9 2.356
12_|JAMBU Desa 377,5 4.991
JUMLAH 3.033,5 36.126
22 |KEC. GAMPENGREIO
1 |NGEBRAK Kota 2288 3.537
2 |SAMBIRESIK Kota 179,4 3.480
3 |JONGBIRU Kota 108,5 3.134
4 |GAMPENG Kota 157,9 2.728
5 |TURUS Kota 189,0 2.723
JUMLAH 863,6 15.602
6 |PLOSOREIO Desa 180,5 3.050
7 |WANENGPATEN Desa 144,4 2511
8 _|PUTIH Desa 101,5 2.402
9 |KEPUHREIO Desa 125,0 1.912
10 |SAMBIREIO Desa 144,9 1.630
11_|KALIBELO Desa 87,8 1.165 |
JUMLAH 784,1 12.670




LANJUTAN LUASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN KEDIRI

No. | KECAMATAN/DESA | KLASIFIKASI | LUAS (Ha) | PENDUDUK
23 |KEC. NGASEM B
| 1 |KARANGREIO Kota 263,3 8.003
2 |SUKOREJIO -y Kota 2074| 6932
3 |DOKO Kota 159,2 5.461 |
4 |TUGUREIO Kota 280,7 4.484
5 |GOGORANTE Kota 158,4 4.243
6 |SUMBERIO Kota 268,6 3.872
7 |NAMBAAN Kota 209,8 3.849
| 8 |PARON o Kota 159,3 2.874
9 |NGASEM ~ Kota 1260 | 2.676
10 |KWADUNGAN Kota 139,1 2.548
11 [TOYORESMI _ Kota 158,0 1.954
12 |[WONOCATUR Kota 104,3 1.421
JUMLAH 2.234,1 48.317
24 |KEC. BANYAKAN
1 [MANYARAN Kota 515,0 5.519
2 [MARON I Kota 172,0 4.611 |
| 3 |BANYAKAN Kota 292,4 4.500
4 |JATIREIO Kota 316,0 3.857
JUMLAH 1.295,4 18.487
5 [TIRON Desa 1.373,0 10.514
6 |JABON Desa 236,0 5.664
7 |NGABLAK Desa ~ 315,0 5.613
8 |PARANG Desa 896,0 5.519
9 |SENDANG Desa 160,0 2.429
JUMLAH 2.980,0 29.739
25 |KEC. GROGOL _
1 |GROGOL Kota 492,1 6.692
2 |CERME Kota 285,2 6.673
3 |SONOREIO Kota 291,0 5.844
4 |SUMBERJO ~ Kota ~ 264,0 3.007
5 |WONOASRI Kota 104,0 1.671
JUMLAH 1.436,3 23.887
6 |[BAKALAN Desa 222,0 5.171
7 |KALIPANG 3 Desa 744,0 5.059
8 |DATENGAN Desa 246,7 3.687
9 |GAMBYOK Desa 308,3 3.608
JUMLAH 1.521,0 17.525
26 |KEC. TAROKAN )
1 |TAROKAN Kota ] 1.294,0 9.590
2 |KALIBOTO Kota 372,0 7.398
3 |BULUSARI Kota 850,0 7.213
4 |KEDUNGSARI _ Kota 264,0 5.413
5 |SUMBERDUREN Kota 157,0 2.316
JUMLAH 2.937,0 31.930
6 |KEREP Desa 208,0 3.470
7 |BLIMBING Desa 261,0 3.422
8 |KALIRONG ~ Desa 178,0 3.239
9 |[CENGKOK | Desa 200,0 2.423
10 [JATI Desa 374,0 5.077
JUMLAH 1.221,0 17.631
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LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 14 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 - 11- 2011

INDIKASI LOKAS| TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM PENATAAN RUANG

TAHAPAN
KEBUTUHAN BESAR SUMBER INSTANSI
RENCANA | KEBDIAKAN| o ruGEMBANGAN PROGRAM,UTAMA ANGGARAN :’;‘%’%’% II|111|Iv| PEMBIAYAAN PELAKSANA
Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten
= Agropolitan Pakancubung, Rp500.000.000/0| 01 0|0]O Dinas pertanian,
Pengembangan kawasan |Pembangunan pasar Agribisnis, Dinas Hutbun, Dinas
Pengembang |perdesaan berbasis hasil |Pasar Ikan, Pasar Hewan di Pare Kehewanan, Dinas
an kawasan |pertanian, Perkebunan, |* Pengembangan pasar Agro di Rp250.000.000 APBD Kab, Prov  |PUs Dinas
] Agropolitan |perikanan dan [Kec.Wates Koperindag
Sistem petermakan » Pengembangan pasar Agro di Rp250.000.000
Perdesaan |Kec. Grogol
Pen bang » Promosi hasil produk pertanian Rp150.000.000 Dinas Pertar.lian,
an k?,:nasan Mendorong pertumbuhan e Pengadaan infrastrukiur Rp200.000.000] APBDKab, Prov Dinas PU, Dinas
rdesaan | <@Wasan perdesaan. penunjang, berbasis teknologi ’ Koperindag
pe modern _
* Pengembangan pusat Bisnis Rp750.000.000 Departemen PU,
) |(perdagangan regional) Dinas PU
Pengeﬂn:ob;:g I;al't?nbgembarv.tlc'iﬂ lbl:kota Kabupaten APBN, APBD|
D pertaan l"pate"” msebaga « Pengembangan Fasilitas Rp900.000.000 Provinsi, APBD Kab
ma pe Penunjang (Rekreasi, RS,
Terminal)
Sistem Rp250.000.000 Wartﬂ-nen
Perkotaan |Pengembang » Pengembangan kawasan industri - I;.P?rhubunganl,)l)inas
an perkotaan - Rp250.000.000 olo , APBD perindag, Dinas
PKLp dan Pusat PKLp dan PPK « Pengembangan permukiman Sebtaisen Provins!, APBD Kab [Py, DKP
PPK » Peningkatan jalan antar pusat Rp750.000.
PKLp-PPK-PPL
sistern &
. Mendorong pembentukan |Peningkatan akses ke arah pusat
Rp750.000.000 APBD Prov, Kab
rungs pusat pelayanan Peiayanan Dinas PUdan Dishub

( ( j




LANJUTAN INDIKASI LOKAS] TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM PENATAAN RUANG

. |Pengembangan Prasarana Wilayah

Transportasi
Jalan Raya

Pengembang
an jalan

pengembangan jalan
penghubung dan jalan
tembus/sirip antar
wilayah

» Jalan penghubung desa dan kota

Rp900.000.000

= Membuka akses wilayah barat
|dan imur, dengan pembangunan
2 jembatan di papar dan

| Maadilywih

Rp 70.000.000.00¢

= Rencana pengembangan jaringan
jalan baru ke arah Ponorogo

(Ngebel) dan Tulungagung
(Kecamatan Sendang),

Rp1.000.000.000

= Peningkatan dan rehabilitasi jalan
arah wisata Gunung Kelud, sering

Rp1.000.000.000

APBN, APBD Prov,

L
|- Rencana Jalan ring road (lingkar)
Gampengrejo-Simpang Gumul.

Rp8.000.000.000

» Pelebaran & peningkatan kelas
jalan dengan adanya perubahan
fungsi jalan antara Kediri-
Tulungagung, Malang-Kediri dan
|Kediri-Jombang (Perak), juga
antar pusat SSWP Nagdiluwih

Dept PU, Dinas PU,
BPN, Bappeda, DKP

Pengembang
an
infrastruktur

pendukung

Pengembangan terminal

« Alih Fungs! terminal Purwoasri

Rp250.000.000

imenijadi terminal cargo
+ Pembangunan terminal di Papar,
Wates, Grogol dan Ngadiluwih

Rp2.000.000.000

« Infrastruktur pendukung terminal

Rp500.000.000

APBD Prov.Kab

Dishub, Dinas PU,
dan DKP

Transportasi
Kereta Api

Transportasi

massal

Pengembangan sistem
transpaortasi massal &
infrastruktur

pendulainonva

» Pengembangan jaringan jalur

BUMN

» Pengembangan jalur KA komuter

BUMN

) BUMN

PT KAI




